Universitas S N 2657-1 0 | 5
@m

JURNAL

JURTAMA

Jurnal Kenotariatan Narotama

Sanksi Administratif Terhadap Notaris Yang Menolak Menerima Protok¢
Auliaurrosidah; Hatta Isnaini Wahyu Utomo

Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha
Emi Sugiarti

Eksistensi Lembaga Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Inge Rahayu Riyandini

Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiiiannya Dicabut
Irma Shinta Wiranti

Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak
Megarisa Carina Mboeik

Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan
Rahmawati Maliana

MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA
JI. Arief Rachman Hakim no. 51, Surabaya 60117

HTT2ES




m JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

DAFTARISI

Auliaurrosidah; Hatta I snaini Wahyu Utomo 68
Sanksi Administratif Terhadap Notaris Y ang Menolak Menerima Protokol

Emi Sugiarti 83
Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha

Inge Rahayu Riyandini 98
Eksistensi Lembaga Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk K epentingan Umum

Irma Shinta Wiranti 112
Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan
Pendiriannya Dicabut

Megarisa Carina Mboeik 128
Hak Sempurna Y ang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak

Rahmawati Maliana 144
Akibat Hukum Perjanjian Kawin Y ang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan



2 JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARISYANG MENOLAK
MENERIMA PROTOKOL

Auliaurrosidah; Hatta I snaini Wahyu Utomo
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UniversNasotama Surabaya
Email: aulia.rosida@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of a Notary Public position is like any other position since
this position can be may ended or stopped by law or dismissed. Notary who had been
stopped by the law must submit a protocol to another notary. One problem that often
occurs with regard to the Notary protocol is that the Notary who has been appointed as
the protocol holder refuses to keep the protocol for certain reasons. In regard to this
condition, it is necessary to formulate a form of notary responsibility for the protocol
and sanctions that may be imposed on a notary who rejects the protocol.

Keywords: Notary Public, Notary Protocol, Sanction

ABSTRAK

Pelaksanaan jabatan Notaris seperti halnya jalbatanya dapat berakhir karena
berhenti demi hukum atau diberhentikan. Notarisgytalah berhenti menjabat wajib
menyerahkan protokol kepada Notaris lain. Salab parmasalahan yang seringkali
terjadi berkaitan dengan protokol Notaris adalalaN® yang telah ditunjuk sebagai
pemegang protokol menolak untuk menyimpan proté&debut karena alasan-alasan
tertentu. Atas kondisi tersebut perlu dirumuskantie tanggung jawab Notaris atas
protokol dan sanksi yang dapat dikenakan terhaddagrid yang menolak protokol.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Sanksi

PENDAHULUAN

Salah satu tugas yang dibebankan kepada seoraagd\dalam Pasal 1 butir 1
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatdarisl sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014ngrRerubahan atas Undang-
undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan NdidtgIN) dijelaskan mengenai
pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatarg ydibebankan kepadanya. Pasal
tersebut menyebutkan: “Notaris adalah pejabat uryang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya salvagna dimaksud dalam Undang-
Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 1 butir 1 UUJN menyatakan bahwa tugas po&dksdorang Notaris ialah
membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentikumg Pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu yag di dalam bentuk yang
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ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atabadapan pegawai-pegawai umum
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itwatnya. Hal ini memberi
pengertian bahwa Notaris karena undang-undangidimrenang menciptakan alat
pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa ymay tersebut dalam akta
autentik itu pada pokoknya dianggap behar.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembagsekiltif, legislatif, ataupun
yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi ndiraehingga apabila ditempatkan di
salah satu dari ketiga badan negara tersebut matkaisntidak lagi dapat dianggap
netral. Dengan posisi netral tersebut, notarisrdjpplkan untuk memberikan penyuluhan
hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakulaaris atas permintaan kliennya.
Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennpataris juga tidak boleh
memihak kliennya, karena tugas notaris ialah umekcegah terjadinya masalah.

Melalui pengertian yang telah disebutkan dalam IPadautir 1 UUJN, dapat
disimpulkan bahwa tugas seorang notaris adalah adepejabat umum, sedangkan
wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedarajitanotentik adalah suatu akta
yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, tibleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dinadita dibuatnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notardatdnengatur secara tertulis
dan autentik hubungan-hubungan hukum antara pdrak pyang secara mufakat
meminta jasa Notaris. Namun dalam kenyataannyak tslamanya seorang Notaris
dapat terus-menerus memangku profesi yang diamandtépadanya dan menjalankan
tugas-tugas tersebut. Seperti halnya Pegawai N&galj Notaris pun mengenal batas
usia maksimum untuk menjabat sebagai Notaris sepang telah ditentukan oleh
UUJN .

Jika dilihat dari segi administratif, pertanggunggdan seorang Notaris untuk
menyimpan dan memegang bentuk fisik setiap aktg yaerupakan protokol Notaris
sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya maetagaseorang Notaris.Sehingga,
dari kedua pendapat tersebut tanggung jawab Noataredap kesalahan akta tidak
pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkigiam berakhir masa jabatannya.

Ketentuan Pasal 65 UUJN mengatur bahwa NotarisaridéotPengganti, Notaris

! R. Soegondo, Notodisoerjbjukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, h. 8.
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Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notatsniggung jawab atas setiap akta
yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah rdiskan atau dipindahkan kepada
pihak penyimpan Protokol Notaris..

Pada saat ini semakin banyak Notaris yang telahasekn usia 65 (enam puluh
lima) tahun atau telah meninggal dunia yang mengimgrotokol dengan jumlah yang
tidak sedikit. Sebagaimana yang telah diuraikanwlaaprotokol Notaris yang telah
meninggal dunia wajib diserahkan kepada Notaria laelalui ahli warisnya, dan
protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enamntuh lima) tahun wajib
diserahkan kepada Notaris pemegang protokol. Nabagaimana terhadap protokol
Notaris yang jumlahnya banyak dan membutuhkan temppayimpanan yang luas.
Dalam hal ini, terdapat Notaris yang telah ditungebagai pemegang protokol menolak

untuk menyimpan protokol tersebut karena alasasealéertentu.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapamdgkan permasalahan
sebagai berikut :
1. Tanggung jawab dari Notaris yang menerima Protokol.
2. Sanksi administratif terhadap Notaris yang menaiakerima Protokol.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian yuridis
normatif yang menekankan pada norma-norma hukungatemenganalisa peraturan
perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian @mefiti menggunakan dua metode
pendekatan masalah, yaitu : @atute Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah
semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersgragjkuiengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi; dan@onseptual Approach, yaitu pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidokang berkembang di dalam

ilmu hukum.

PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Notaris Yang M enerima Protokol
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Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikekeradeh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyayakg membutuhkan alat
bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadgeristiwa atau perbuatan hukum,
secara substantif akta Notaris dapat berupa : BtuSkeadaaan, peristiwa atau
perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak diguangkan dalam bentuk akta
otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; 2) Besdarkan peraturan perundang-
undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibdaktm bentuk akta autentfk.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, sebagai pejabat umumtaris wajib memiliki
sikap: 1) berjiwa pancasila; 2) taat kepada huksummpah jabatan, kode etik notaris;
dan 3) Berbahasa Indonesia yang baik. Sedangkayaeprofesional notaris wajib
untuk: 1) memiliki perilaku notaris; 20) ikut serpembangunan nasional di bidang
hukum; dan 3) menjunjung tinggi kehormatan dan atet®> Notaris menertibkan diri
sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajibargaet@na ditentukan di dalam
undang-undang jabatan notaris.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umuapefbare ambtenaren) yang
diserahi tugas dalam membuat akta otentik untulehkipgan masyarakat.Pemberian
kualifikasi Notaris sebagai Pejabat umum berkaidengan wewenang Notaris
sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 ayatJIN, bahwa Notaris berwenang
membuat akta otentik selama kewenangan tesebut midajadi kewenangan pejabat
atau orang lain. Tugas Notaris adalah mengkonstaothungan hukum antara para
pihak dalam bentuk tertulis dan format tertenthjrsgga merupakan suatu akta otentik.
la adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suaseptaukunt.

Kewenangan Notaris secara atribusi diciptakan daeritan oleh UUJN. Setiap
wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehinggélaapabrang pejabat melakukan
tindakan di luar wewenang, maka disebut sebagaiupéan melawan hukum. Apabila
seorang Notaris melakukan tindakan di luar keweaangng telah ditentukan, maka

akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukian édak dapat dilaksanakan.

2 Habib Adjie, Sanks Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 32.

3Abdhul Ghofur,Lembaga Kenotariatan Indonesia, UUI Press, Yogyakarta, 2009 h. 13

4Tan Thong Kie Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2000, h.159
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Seorang notaris harus mampu menjaga kepentingarppénggan dan mencari
jalan yang paling mudah dan murah, tetapi jangahkhini dipakai sebagai alasan
untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sedaiang notaris tidak hanya
mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada rpeame yang menaruh
kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujursdda kepada setiap pihak dan
dengan bekerja demikian barulah ia dapat menghamapgkiatu penghargaan. Jika
notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapetimya sekali waktu pasti akan
menjadi bumerang pada dirinya sendiri.

W.Voors mengatakan bahwa sikap seorang notariadaghmasyarakat penting
sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusargan tergoyah karena kata-kata
seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengahkeg@da notaris lain.
Kehormatan dan martabae( en waardigheid) harus dijunjung tinggi. Dalam mengatur
pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkatusalat bukti mengenai
hubungan hukum di antara merek&.Soegiendo Notodisoerjo mengatakan bahwa
Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupaisiansi yang dengan akta-
aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulen dnempunyai sifat otentik,
menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuidoneng masyarakat guna alat-
alat pembuktiaf

Menurut A.G. Lubbers sebagaimana dikutip oleh Tdrong Kie bahwa di
bidang notariat terutama diperlukan suatu keteliyang lebih dari biasa, tanpa itu
seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tergpdtSedangkan menurut H.W.
Roeby, apabila seorang notaris tidak teliti baikase material maupun formal tentu
kebodohannya itu mempertebal dompet para pengécara.

Pasal 1868 KUH Perdata menjadi awal dari keberadalatan Notaris di
Indonesia. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebuoentukan: “suatu akta otentik
lalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yangidikan undang-undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itierdpat akta itu dibuat”. Dari

rumusan yang telah tertuang di dalam Pasal 1868 Réiidata tersebut dapat diuraikan

5W. Voors dalam R.Soegondo Notodisoe@p.Cit., h 82

6Ibid. h 82

7 A.G. Lubbers dalam Tan Thong Ki@p.Cit., h. 241

8 H.W. Roeby dalam G.H.S. Lumban Tobirfggraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta,
1990, h. 47
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bahwa syarat agar dapat disebut sebagai akta lotiiah: 1) dibuat dalam bentuk
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; 2) dilolett dan dihadapan pejabat yang
berwenang; dan 3) dibuat di tempat yang wilayahmgasih di dalam kewenangan
pejabat yang membuat akta tersebut.

Akta otentik ini sendiri harus mempunyai tiga ung@itu sebagai berikut:
1) bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikandden) dalam bentuk menurut hukum;
menurut ketentuan yang dimaksud disini adalah baberduk suatu akta ditentukan
menurut hukum mengacu atau mengarah kepada beang ditetapkan oleh UUJN;
2) bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapgabg@ umum; pengertian ini
dimaksudkan bahawa yang dimaksud dengan suatuyakig otentik adalah bahwa
suatu akta harus dibuat dengan melibatkan pejabatruyang berwenang untuk itu,
baik dibuat secara langsung oleh pejaat umum itupona dibuat secara tidak langsung
atau dihadapan pejabat umum itu, seperti contoitabacara sebuah rapat umum
pemegang saham dalam suatu perusahaan; dan 3) batam@rsebut dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuaitgmmht akta tersebut dibuat,
jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pé¢jabesebut membuatnya; uraian
singkatnya uraian singkatnya adalah bahwa aktksbg tersebut tidak dibuat ditempat
salah satu pihak atau ditempat yang tidak layakudde undang-undang menentukan
lain. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya oteragsidan kerahasiaan suatu akta.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaeicara teoritis adalah surat
atau akta yang sejak semula dengan sengaja sexsara dibuat untuk pembuktian,
dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi glegta dikemudian hari. Apabila
suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tgtrsdan mempunyai 3 (tiga) fungsi
terhadap para pihak yang membuatnya yaitu: 1) selagti bahwa para pihak yang
bersangkutan telah mengadakan perjanjian terté)tsgbagai bukti bagi para pihak
bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalahjademujuan dan keinginan para
pihak; 3) sebagai bukti kepada pihak ketiga baha@dapanggal tertentu kecuali jika

9 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas taabhlotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Maka disampaikan dalam acaBa&lajar Bareng
Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris 2017, Universitas
Narotama, Surabaya, 2017, h. 15
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ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakgargian dan bahwa isi perjanjian
adalah sesuai dengan kehendak para pthak.

Menurut Retnowulan dan Oeripkartawingta akta otentik mempunyai tiga
macam pembuktian, sebagai berikut: 1) kekuatan pktiam formil. Membuktikan
antara para pihak bahwa mereka sudah meneranglkaryaaqg ditulis dalam akta
tersebut; 2) kekuatan pembuktian materiil. Memlkati antara para pihak, bahwa
benar-benar peristiwa tersebut dala akta itu t&dajadi; dan 3) kekuatan mengikat.
Membuktikan antara para pihak dan pihak ketigawaapada tanggal tersebut dalam
akta yang bersangkutan telah datang menghadap &epagbwai umum tadi dan
menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Menurut K. Wantjik Salelt, berdasarkan Undang-Undang suatu akta resmi
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempulalddig Bewijs), artinya apabila
suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim haersgerimanya dan menganggap
bahwa apa yang dituliskan dalam akta itu sungguigguh telah terjadi, sehingga
hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pendukigi.

UUJN mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dandan bagi Notaris.
Salah satu kewajiban Notaris yang disebutkan d&asal 16 ayat (1) butir b UUJN
adalah membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta damymepannya sebagai bagian
dari Protokol Notaris. Protokol Notaris menurut &ak butir 13 UUJN didefinisikan
sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip anggarg harus disimpan dan
dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuaatyr@n perundang-undangan. Pada
bagian Penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan bahwtokel Notaris terdiri atas
minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium,bdkftar akta di bawah tangan yang
penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atta di bawah tangan yang
didaftar, buku daftar nama penghadap atau klagpédy daftar protes, buku daftar
wasiat dan buku daftar lain yang harus disimpai ®detaris berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

0 s5alim H.S.,Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, h. 43

1Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinadakum Acara Perdata Dalam Teori Dan
Praktek, Mandar maju, Bandung, 1997, h.49

12 K. Wantjik SalehHukum Acara Perdata (RBg/HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 62
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Pasal 35 UUJN mengatur bahwa setiap kali ada Moyamng meninggal dunia,
maka keluarganya wajib memberitahukan kepada Majeéngawas Daerah (MPD)
paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja. Apabila Notanseninggal dunia pada saat
menjalankan cuti ,tugas jabatan Notaris dijalankégh Notaris Pengganti sebagai
Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tigayuhari terhitung sejak tanggal
Notaris meninggal dunia. Selanjutnya Pejabat Seang@motaris tersebut menyerahkan
protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dukéepada MPD paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris menailggunia. Dalam hal Notaris
meninggal dunia , maka protokol Notaris terseblanaliserahkan kepada Notaris lain
yang akan menggantikannya. Penyerahan protokolridatalam hal meninggal dunia
dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yaitgnjuk oleh MPD.

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umumpaleano suatu jabatan
terhormat yang diberikan oleh Negara secara atfimatialui Undang Undang dan yang
mengangkatnya adalah Menteri, hal tersebut berk@asaPasal 2 UUJN : “Notaris
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengaandgkatnya seorang Notaris oleh
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka seoraotafés dapat menjalankan
tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badakugkslan badan lainnya. Maksud
kebebasan disini adalah agar Notaris dalam mek@harjabatan nantinya dapat
bertindak netral dan independen. Selain itu dalaemgemban tugasnya itu seorang
Notaris harus memiliki tanggung jawab, yang artinyg Notaris dituntut melakukan
pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinyayaltg dibuat itu menaruh kehendak
hukum dan permintaan pihak berkepentingan karebatganya; 2) Notaris dituntut
mengasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yarguali itu sesuai dengan aturan
hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dadaiin sebenarnya, bukan
mengada—ada. Notaris harus menjelaskan kepada yamakberkepentingan kebenaran
isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu; dan 3Yldmapak positif, artinya siapapun
akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai byétig sempurnd

Tanggung jawab Notaris jika dilihat dari UUJN sangeat kaitannya dengan
tugas dan pekerjaan Notaris. Notaris dalam merkatanjabatannya harus

mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkiamdakta- akta yang dibuat

13 Roesnatiti, “Kode Etik Notaris,” (makalah disanm@ai pada kuliah Kode Etik Notaris
semester dua Program Studi Magister Kenotariatavelsitas Indonesia, Depok, Maret 2009), h. 64.
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dihadapannya pertanggung jawabaan tersebut andéamakbrena: 1) pertanggung
jawaban karena telah mendapatkan kepercayaan umnteknbuat akta atau
melaksanakan suatu pekerjaan; dan 2) pertanggwab@n yang diberikan itu untuk
suatu kepercayaan atau tugas yang diberikan untrjatankan namanh menduduki
suatu jabatan atau kedudukan tertentu.

R. Soegondo Notodisoerj$* . menyatakan tentang apa yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabilaigppean atau tipu muslihat itu
bersumber dari Notaris itu sendiri. Hal tersebypadaerjadi apabila seorang Notaris
dalam suatu transaksi perlaihan hak misalnya da&ta jual beli dengan sengaja
mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga s@sungguhnya.

Sedangkan menurut Niftomembedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat
macam: 1) Tanggung Jawab Notaris secara perdakedigy kebenaran materiil
terhadap akta yang dibuatnya; 2) Tanggung jawalaréotsecara pidana terhadap
kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 3iggang jawab Notaris berdasarkan
peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang di¥matian 4) Tanggung jawab notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkanetixdeotaris.

Menurut Herlien Budiont, etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang
berhubungan dengan sikap para Notaris berdasaikandari moral terhadap rekan
Notaris, masyarakat dan Negara. Dengan dijiwai yaelan yang berintikan
penghormatan terhadap martabat manusia pada umudamyanartabat Notaris pada
khususnya, maka ciri pengembangan profesi Notaladah: 1) Jujur, Mandiri, Tidak
berpihak dan bertanggung Jawab; 2) Mengutamakagapeian pada kepentingan
masyarakat dan Negara; 3) Tidak mengacu pardrén{erestedness); 4) Rasional yang
berarti mengacu kebenaran objektif; 5) Spesialisg$ional yaitu ahli dibidang
kenotariatan; dan 6) Solidaritas antara sesama mduagan tujuan menjaga kualitas dan
martabat profesi.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk selalu patiam taat kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tedatamp sumpah jabatannya: “...

1 R. Soegondo Notodisoerj@p.Cit., h.229

5 Nico ,Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum ,Center for Documentation and studies
of Business Law (CDBL),Yogyakarta , 2003

16 Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 166.
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bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara IRefpamnesia, Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabedb, Undang-Undang
tentang Jabatan Notaris seria peraturan perundag@agan lainnya...”. Berkaitan
dengan tanggung jawab untuk menjaga protokol, Mot#iwajibkan untuk menjaga
protokol Notaris karena merupakan arsip nedara.

Tanggung jawab Notaris untuk menjaga protokol Nsttdak hanya sebatas
Protokol atas akta-akta yang dibuatnya sendiripiejaga atas protokol yang
diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tanggujayvab Notaris untuk menjaga
protokoljuga tidak hanya sebatas menjaga secaila $igja tetapi juga menjaga
kerahasiaan yang terdapat didalamnya sebagaimaonap#an dalam sumpah jabatan
“... bahwa saya akan merahasiakan isi akta darrakegan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan saya” dan juga menjadi kewagbbagaimana diatur dalam Pasal
16 ayat (1) butir f UUIN yang mewajibkan Notariguknmerahasiakan segala sesuatu
mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keteraygag diperoleh guna pembuatan

Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecudianig-undang menentukan lain.

Sanksi Administratif Terhadap NotarisYang Menolak Menerima Protokol.

Notaris sebagai Pejabat umuapdnbaar ambtenaar) berwenang membuat akta
otentik sehubungan dengan kewenangannya terselatidNdapat dibebani tanggung
jawab atas perbuatannya dalam membuat akta ot@srtkuatan melawan hukum disini
dalam sifat aktif maupun pasif, aktif, dalam artiamelakukan perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkai, mdam artian tidak melakukan
perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga jaimakmenderita kerugian.Jadi
unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitungdasuatu perbuatan melawan
hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yamdpdikan.

Tuntutan tanggung jawab oleh Notaris muncul sejaiadinya sengketa
berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan mémeunsur- unsur dalam
perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manyaiey memenuhi rumusan
peraturan perundang — undangan, artinya berlaksi lagalitas,nulum delictum nulla

poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancamateng

17 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safi'i, “Tanggudawab Mantan Karyawan Notaris
Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasian Aklia'hal Res Judicata, Vol. 2 No. 2, 2019, h. 215
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pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatask@am aturan undang- undang), dan
perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukumséfopertanggung jawaban ini

apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Net@apat dipertanggung jawabkan

atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksangas dan jabatannya.

Hukum termasuksollenskatagori atau sebagai keharusan bulsemskatagori
atau sebagai kenyataan.Orang menaati hukum karemaang seharusnya menaati
sebagai perintah Negara. Melalaikan perintah akangakibatkan orang itu berurusan
dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan gesan terhadap hukum yaitu
bentuk hukum adalah Undang-undang , isi hukum adadaintah penguasa, ciri hukum
adalah sanksi perintah , kewajiban dan kedaulatatgematisasi norma hukum menurut
Hans Kelsen adalah hierarki norma huktfm.

Hakekatnya sanksi sebagai suatu paksaan berdashikamm, juga untuk
memberikan penyandaran kepada pihak yang melanggdrahwa suatu tindakan yang
dilakukannya telah sesuai dengan aturan hukum vyéeglaku dan untuk
mengembalikan yang bersangkutan agar bertindalaisdemgan aturan hukum yang
berlaku,juga untuk menjaga keseimbangan berjalasngtu aturan hukum.Sanksi yang
ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadatzhwa Notaris dalam
melakukan tugas dan jabatannya telah melanggamtkete ketentuan mengenai
pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagaim@aatum dalam UUJN serta untuk
mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakgastdan jabatannya untuk tertib
sesuai dengan UUJN.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakudecara langsung oleh instansi
yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi betse Penjatuhan sanksi
administrasi adalah langkah preventif (pengawasiam) langkah represif (penerapan
sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pefeaan protokol Notaris secara
berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran daldakspeaan jabatan Notaris.
Sedangkan langkah represif dilakuan melalui pehgiwsanksi oleh Majelis Pengawas
Daerah,berupa teguran lisan dan tertulis sertaakerhengusulkan kepada Majelis
Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) baimpai dengan 6 (enam) dan

pemberhentian tidak terhormat. Majelis pengawasatpuselanjutnya melakukan

8 Lili Rasjidi dan 1.B Wyasa Putra;lukum Sebagai Suatu Sstem, Mandar Maju, Bandung,
2003, h. 120 - 121.
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pemberhentian sementara serta berhak mengusulkzad&ementeri pemberhentian
dengan tidak hormat.

Menurut Philipus M. Hadjo! terdapat beberapa kekhasan sanksi dalam hukum
Administratsi Negara yaitu: 1besturssdwang atau paksaan pemerintah, yang dapat
diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata jgemnguasa guna mengakhiri suatu
keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum asknaisi; 2) penarikan kembali
keputusan yang menguntungkan, yaitu sanksi yangdign untuk penarikan kembali
keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengargeluarkan ketetapan baru;
3) Pengenaan denda administratif, ditujukan kepaeeeka yang melanggar peraturan
perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelardjganakan sejumlah uang
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangargy ersangkutan, kepada
pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkanssaetsebut; dan 4) Pengenaan
uang paksa oleh pemerintah, ditujukan untuk menbmbakuman yang pasti,
disamping denda yang telah disebutkan dengan tdgksn peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

Tidak diaturnya kewajiban bagi Notaris dalam UUJNuk menerima protokol
dari Notaris yang berhenti menjabat melahirkan gdakekosongan hukum, yang
muaranya akan mengakibatkan tidak tercapai suafaskan hukum. Apabila
dikonstruksikan kembali, bahwa sebelum Notaris gkah maka terlebih dahulu wajib
mengucapkan sumpah jabatan, yang pada salah sgiin bafal sumpah menyatakan
“... bahwa saya akan patuh dan setia kepada N&ggrablik Indonesia, Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabedb, Undang-Undang
tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundaategan lainnya...”.

Dari lafal sumpah yang diucapkan oleh Notaris teuséerdapat kewajiban bagi
Notaris untuk patuh dan setia kepada: 1) Negaraatkias Republik Indonesia; 2)
Pancasila; 3) Undang-Undang Dasar Negara Republifoniesia Tahun 1945; 4)
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris; dan perapgsundang-undangan lainnya.
Mengenai Peraturan Perundang-undangan lainnya ddjett dari ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PemkamtBeraturan Perundang-
Undangan (UU No. 12 Th. 2011) yang menyatakan :J€his dan hierarki Peraturan

Philipus M. Hadjon dkk.Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University
Press, Yogyakarta, 2005, h. 245-265
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Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-UndasguCNegara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratarkyd®a c. Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndariReraturan Pemerintah; e.
Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinasin d. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Pangdindangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU No. 12 Th. 2011 dakat: (1) Jenis Peraturan
Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksuah &aaal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis PermusyaamarRakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah AgundhKdimah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonelianteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undandddg atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyatrd@aeProvinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bfgalikota, Kepala Desa atau
yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undandegaenana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukuengikat sepanjang
diperintahkan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU2Nd@h. 2011 tersebut
maka jelas kedudukan Peraturan Menteri Hukum DdoaA$asi Manusia sebagai suatu
bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga delaimi Notaris juga wajib untuk
mematuhi segala yang telah ditentukan dalam Paratdenteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia.

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiéwajiban untuk
menerima protokol dari Notaris yang berhenti meajaKewajiban tersebut meskipun
tidak diatur dalam UUJN namun diatur secara imptlalam Peraturan Menteri Hukum
Dan Haka Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentapgrat Dan Tata Cara
Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian B¥panjangan Masa Jabatan
Notaris (Permenkumham No. 19 Th. 2019). Pada Paaght (3) butir ¢ diatur bahwa
pada saat Notaris mengajukan permohonan pengangketka wajib untuk membuat
surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang drotoko

Pasal 9 ayat (1) butir d UUJN menentukan bahwa risotdiberhentikan

sementara dari jabatannya karena: ... d. melakp&kmggaran terhadap kewajiban dan
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larangan jabatan serta kode etik Notaris; ...". dsrai kewajiban dan larangan Notaris
tidak sebatas yang disebutkan secara eksplisinddldJN saja tetapi juga meliputi hal-
hal yang secara implisit diatur dalam PeraturarufEang-Undangan yang berkaitan
dengan Notaris.

Mengenai kewajiban Notaris untuk menerima protckalah dinyatakan melalui
surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris sebel@mjabat sehingga hal ini menjadi
kewajiban yang mengikat bagi Notaris. Dengan adakgastruksi sebagaimana
dinyatakan diatas maka Notaris yang menolak memefrotokol dapat dikenakan

sanksi pemberhentian sementara

PENUTUP
Kesimpulan

Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga pkotoNotaris karena
merupakan arsip negara. Tanggung jawab Notarikun&njaga protokol Notaris tidak
hanya sebatas Protokol atas akta-akta yang dibauatenydiri tetapi juga atas protokol
yang diterimanya dari Notaris lain. Selain itu tgagg jawab Notaris untuk menjaga
protokoljuga tidak hanya sebatas menjaga secail $igja tetapi juga menjaga
kerahasiaan yang terdapat didalamnya sebagaimanapfien dalam sumpah jabatan.
Kewajiban Notaris untuk menerima protokol sudatydiakan melalui surat pernyataan
yang dibuat oleh Notaris sebelum menjabat sehimgdani menjadi kewajiban yang
mengikat bagi Notaris. Notaris yang menolak menariRrotokol dapat dikenakan

sanksi pemberhentian sementara.

Saran

Perlu dilakukan perubahan terhadap UUJN yang mekkasukewajiban bagi
Notaris untuk menerima protokol dan sanksi bagiaNstyang menolak menerima
protokol. Hal ini ditujukan agar masyarakat yanghemembuat akta dihadapan Notaris

dapat memperoleh kemudahan pada saat membutuHkeamsakta dikemudian hari.
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ABSTRACT
Within legislation of Notary Public Functional P@sn (Undang-Undang
Jabatan Notaris) it is mentioned about rights, ghtion and prohibition for notary
public. Article 17 section 1 F of Notary Public Fational Position (Undang-Undang
Jabatan Notaris) mentioned that one of prohibiti@m notary public is that he/she
cannot served two/double positions at the same tumieh are as notary public and
director; or officer of state owned business easifiregional owned business entities or
private business. This study will analyze the rdégis prohibition for Notaries to
concurrently serve as leaders of business entitied the legal consequences for
Notaries who hold concurrent positions as leaderdusiness entities and efforts to
resolve if Notaries are also business leaders.

Keywords: Notary Public, Prohibition, Double Positis/Professions

ABSTRAK

Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang yadatewenangan,
kewajiban, dan larangan untuk notaris. Pasal 17 @yahuruf f dari Undang-undang
Jabatan Notaris ditentukan bahwa salah satu lanang&ak notaris adalah merangkap
jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usdikanegara, badan usaha milik
daerah atau badan usaha swasta. Penelitian inirakaganalisigatio legis larangan
bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemibguzlan usaha dan akibat hukum
bagi Notaris yang rangkap jabatan sebagai peminf@dan usaha dan upaya
penyelesaian apabila Notaris juga sebagai pemibgdan usaha.

Kata kunci: Notaris, Larangan, Rangkap Jabatan

PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkelh ®egara untuk
melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hldepada masyarakat di bidang
keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bekiipa akta otentik demi
tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksodatepejabat umum disini adalah
orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umwh pkenguasa untuk melakukan
tugas negara atau Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undiagigng Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telahaididiengan Undang-Undang

83



:: JURTAMA :: ISSN : 2657-1005

(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndanigshiénNomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUdNgbutkan bahwa Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktatdutgan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walamenurut definisi tersebut
ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umoper(bare ambtenagria bukan
pegawai menurut undang-undang atau peraturan-panatepegawaian negeri. la tidak
menerima gaji, bukamezoldigd staatsamptetapi honorarium sebagai penghargaan
atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum palan suatu jabatan
terhormat yang diberikan oleh Negara secara atfimélalui Undang-Undang kepada
seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkattgmh Menteri demikian
berdasarkan Pasal 2 UUJN. Dengan diangkatnya gedtataris oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris dapajalekan tugasnya dengan
bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan dadarya. Maksud kebebasan disini
adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak ak&ottuntuk menjalankan jabatannya,
sehingga dapat bertindak netral dan indepehden

UUJN sebagai pedoman bagi Notaris dalam menjalartkgas jabatannya
mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban daangan bagi Notaris. Salah
satu larangan bagi Notaris yang disebutkan dalasalP&/ ayat (1) huruf f UUJN
adalah seorang Notaris dilarang merangkap jabaghagsi pemimpin badan usaha
swasta. Hal ini tentunya menimbulkan dilema, dimdmsa saja terjadi pada saat
seseorang akan diangkat menjadi Notaris tetapi gaalaitu orang tersebut dalam posisi
sebagai pemimpin badan usaha.

Peneliti mengambil contoh yang seperti seorang yetah merintis usahanya
dalam sebuah badan usaha dari titik nol denganlssegacam perjuangan hingga
sampai dengan usaha tersebut sukses, kemudian teesebut punya keinginan
menjadi Notaris dikarenakan menganggap bahwa merjedaris adalah suatu
pekerjaan yang terhormat karena Notaris merupakaparkangan tangan dari
pemerintah untuk melayani masyarakat dalam ruangkulip hukum privat. Dari

keinginan itu kemudian orang tersebut menempuh igéaeh strata dua kenotariatan

! Komar Andasasmitd\otaris |, Sumur, Bandung, 1981, h.45.
2 Doddy Radjasa Waluyo, “Hanya Ada Satu Pejabat UrNataris”, Media Notaris h. 41
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hingga mendapatkan gelar Magister Kenotariatan yaaga menjadi salah satu syarat
untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris seseragan ketentuan Pasal 3 huruf e
UUJN. Dalam posisi tersebut tentunya dilema akdanda di satu sisi terdapat cita-cita
untuk mendapatkan suatu jabatan yang terhormat diamisi lain tentu berat

meninggalkan begitu saja Badan Usaha yang telasaikan dengan jerih payah.

RUMUSAN MASALAH

a) Ratio legislarangan bagi Notaris untuk merangkap jabatangselmemimpin badan
usaha

b) Akibat hukum bagi Notaris yang rangkap jabatan gabpemimpin badan usaha dan
upaya penyelesaian apabila Notaris juga sebagang@ambadan usaha.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian diginormatif, artinya penelitian
ini didasarkan pada penelusuran studi pustakasafasrangkat norma yang telah ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan PeraturarunBang-Undangan Satute
Approach) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asddrid dan pendapat para

sarjana Conseptul Approagh

PEMBAHASAN
Ratio Legis Larangan Bagi Notaris Untuk Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin
Badan Usaha

Perusahaan didefenisikan sebagai “setiap bentdlaugng menjalankan setiap
jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerusjidaikan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mestgbekeuntungan dan atau laba”.
Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha”hadadmnisasi usaha atau badan
usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenfmu€aganisasi atau badan usaha
tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baikiksrperseorangan, persekutuan atau

badan hukumi.Suatu badan usaha dapat dilakukan oleh perseoraatga beberapa

3 Abdul Kadir MuhammadHukum Perusahaan Indonesi@itra Aditya Bakti, 1999, Bandung,
h.1

85



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

orang sebagai suatu perkumpulan. Jenis-jenis basiama ada dua yaitu badan usaha

yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidadasrthukum.

Bentuk badan usaha perseorangan, misalnya Perusafaabis (PO),
Perusahaan Dagang (PD). Badan usaha perseorarigam da pengaturannya dalam
undang-undang, melainkan berkembang sesuai kelumhayarakat pengusaha, dalam
prakteknya dibuat tertulis di hadapan notaris. 8gklan Bentuk hukum persektuan
Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV), Pesserberbatas (PT), Perusahaan
Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Perseroja KFa) dan Persekutuan
Komanditer (CV) adalah bukan badan hukum, sedandkewseroan Terbatas (PT)
adalah badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) adédsdhn Usaha Milik Swasta
(BUMS), sedangkan Perusahaan Umum (Perum) dan dherais Perseroan (Persero)
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewaflhaar. Manusia dikatakan
mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja kBrasgan bekerja manusia dapat
memperoleh hak dan memiliki segala apa yang dikaginya. Bekerja merupakan
kegiatan fisik dan pikiran yang terintegrasi. Pgdam dapat dibedakan menurut:

1. Kemampuan, yaitu pisik dan intelektual;

2. Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terusvumne

3. Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);

4. Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendapatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifikasikamjadi tiga jenis yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, vyaitu pekerjaan apa saj@g mengutamakan
kemampuan pisik, baik sementara atau tetap dengaentmemperoleh pendapatan
(upah);

2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yaaggutamakan kemampuan pisik
atau intelektual, baik sementara atau tetap detgaan pengabdian;

3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidgertentu mengutamakan
kemampuan pisik dan intelektual, bersifat tetapngde tujuan memperoleh

pendapataf.

4 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Perseroan”, Balfgar Fakultas Hukum Universitas
Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 3
> Abdulkadir Muhammaditika Profesi HukumCitra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 57.
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Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, profesi ddpkkerjaan yang tercantum pada butir
3 (tiga).

Menurut Abdul Kadir Muhammatl, yang disebut sebagai Profesi adalah
pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan biddegentu, mengutamakan
kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetaggda tujuan memperoleh pendapatan.
Dari pengertian profesi tersebut terlihat beberapi@ria profesi yang terkandung di
dalamnya yaitu:

. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;

a
b

c. Bersifat tetap atau terus menerus;

d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalardgatan);

e. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masydrak

f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat ditkan sebagai pekerjaan tetap
bidang tertentu yang dilakukan secara terus-mensgugasarkan keahlian khusus dan
menghasilkan imbalan namun tidak melupakan pelaya®aapun yang menjadi
kriteria dari suatu profesi adalah meliputi:

Suhrawardi K. Lubis, berpendapat bahwa suatu prdfgsat didefinisikan secara
singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesebier tidak bersifat komersial,
mekanis, pertanian dan sebagainya. Masih menuruta@ardi K. Lubis, sebenarnya
para sarjana belum ada kata sepakat tentang apaasepa yang menjadi definisi
profesi sebab tidak ada suatu standar yang tekdpakati mengenai pekerjaan/tugas
yang dapat dikatakan sebagai profesi tersebut.r&dcadisional ada empat profesi;
kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

Ignatius Ridwan Widyadharma mendefinisikan tentaeggertian profesi dari
cerita dialog Filosof Plato The Republit bahwa para tabib harus menjaga pasien
mereka. Dari cerita dialog tersebut dapat dimengatah satu pilar profesionalisme itu

adalah pelayanan yang betul menguasai pekerjaases@ai kode etik mereka dan

61bid, h. 57-58
7 Ibid, h. 59
8 Suhrawardi K. LubisEtika Profesi HukumSinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 10.
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bukan sekedar pelayanan yang amburd@ahingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
profesi adalah pekerjaan yang melakukan pelayaramg ybetul-betul menguasai
pekerjaannya sesuai kode etik mereka dan bukan@egelayanan yang amburadul.

Setiap profesi menuntut pemenuhan nilai moral dangembannya. Nilai moral
merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendashuagban luhur. Franz Magnis
Suseno mengemukakan tiga nilai moral yang ditufdutpengemban profesi, yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama ahemian profesi;
3. ldealisme sebagai perwujudan misi organisasi préfes

Atas dasar ketiga nilai moral itulah setiap pradaal dituntut untuk bertindak
sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesi, sedmiliki nilai moral yang kuat.
Dalam melakukan tugas profesi, profesional harusnokak objektif, artinya bebas dari
rasa takut, malu, sentimen, benci, sikap malas,gangbertindak atau terlalu
mengutamakan keuntungan besar.

Profesi hukum adalah segala pekerjaan yang adankg@ dengan masalah
hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secaragwofd dan fungsional. Mereka
memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekam kritis dan pengabdian yang tinggi
karena mereka bertanggungjawab kepada diri seddin kepada sesama anggota
masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esakdlbekerja sesuai dengan kode
etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan gialanggaran kode etik, mereka harus
rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai detugémtan kode etik. Biasanya
dalam organisasi profesi, ada Dewan kehormatan g#ag mengoreksi pelanggaran
kode etik.

Setiap profesional hukum dituntut supaya memilikiirmoral yang kuat. Franz
Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai ingeng kuat yang mendasari
kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tdrst dijelaskan seperti berikut ini:

1. Kejujuran

9gnatius Ridwan WidyadharmeEtika Profesi Hukum Dan KeperanannyBadan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, h. 17.
10 Franz Magnis Suseno dalam Ignatius Ridwan Widgedh,Ibid, h. 17.
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Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran makefesional hukum
mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadnaiik, licik, penuh tipu diri.
Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu:
a. Sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan,iierelaan melayani dengan
memperoleh bayaran atau secara cuma-cuma;
b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yalag therlebihan, tidak otoriter,
tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidekneras.
2. Otentik
Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diriuseésdengan keasliannya,
kepribadiannya yang sebenarnya. Otentik pribadiegronal hukum antara lain:
a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martpbbtiatan tercela);
c. Mendahulukan kepentingan klien;
d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan Ksigama, tidak semata - mata
menunggu perintah atasan;
e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
3. Bertanggung jawab
Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wagittanggungjawab, artinya:
a. Kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugassajpayang termaksud
lingkup profesinya;
b. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakadra@ebayaran dan perkara
cuma-cuma (prodeo);
c. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawabanu apelaksanaan
kewajibannya.
4. Kemandirian moral.
Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengartdu didak mudah mengikuti
pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, metnkembentuk penilaian dan
mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moeaalii tidak dapat dibeli oleh
pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertgéda untung rugi (pamrih),
menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan dan agama

5. Keberanian Moral
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Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap sudrantwani yang menyatakan
kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Kebaratersebut antara lain:

a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli

b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang kapst@anggaran lalu lintas jalan;
c. Menolak segala cara penyelesaian melalui jalarkbetayang tidak saH.

Manusia yang hidup bermasyarakat pada hakikatnyiateoleh hukum. Di
setiap sudut kehidupan di situ ada hukum. Hukumdagi@na-mana. Bahkan diantara
manusia yang hidup di hutan pada masa purba pap tetrlaku suatu hukum yang
dikenal dengan hukum rimba. Jika demikian halnyasyarakat merupakan jaringan
hukum (eb of law. Ahli hukum dengan sendirinya berperan pentingeka
berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum seiatlibat dengan kegiatan
menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawdaskgamaannya, dan apabila
terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemuiymr(penegakannya). Terakhir
adalah kegiatan pendidikan hukum yang menghasiigara ahli hukum, betapa
pentingnya ahli hukum sehingga tidak berlebiham jdikatakan bahwa “peradaban
manusia ditentukan oleh para ahli hukum”. Baik kumperadaban masyarakat
bergantung pada baik buruknya perilaku para alkumnya.

Semua profesi hukum tersebut memiliki etika profgmng harus ditaati. Kita
semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dakpagai bentuk formalitasnya.
Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yangkberdNamun, yang namanya
manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terldpaiskecenderungan menyimpang
dan menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bggang jawab melakukan
pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lelengutamakan kepentingan
pribadi atau golongannya. Padahal adanya normanmgacara essensial menuntun ke
arah mana seharusnya berbuat yang membahagiakaa gégmk. Dengan berpedoman
pada norma-norma hukum, masyarakat berharap b&eysida profesional hukum agar
masyarakat dapat dilindungi oleh hukum, hidup betgratur dan bahagia.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yangenpadi penuntun

perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profégrma-norma tersebut

11 Franz Magnis Suseno dalam Ignatius Ridwan Widyadhdbid, h. 65.
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dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut epiicfesi hukum yang wajib ditaati
oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.
Notomahidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kbwajya, profesional

hukum perlu memiliki :

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukunarsetormal belaka, melainkan
kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang seseagdn perasaan masyarakat;

3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk enarkan keadilan dalam suatu
perkara konkret;

4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu beramurut apa adanya, dan menjauhi
yang tidak benar dan tidak patdat.

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhor@&tcfum Nobilg@ karena Notaris selaku
Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayadrtrbuwens Ambpt dan secara
personal Notaris adalah seorang yang dipercayaméslyarakat dalam pembuatan alat
bukti berupa akta OtentikVertrouwens Persgn Disamping itu Jabatan Notaris
dikatakan sebagai jabatan yang terhormat karenariNosebagai Pejabat Umum
menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidangnmhykrivat dan khususnya
mengenai pembuatan akta otentik yang mempunyaipgtabuktian sempurnd.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris dskarumemiliki :

1. Moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan matgdbatan Notaris.

3. Bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak sertanph rasa tanggung jawab
berdasarkan PerundangUndangan dan isi sumpahnaiataris.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimilitak terbatas pada ilmu hukum
dan kenotariatan

5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarak

12 Notohamidjojo dalam Abdulkadir Muhammadid, h. 66

13 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Imam, Safii, “Tanggudawab Mantan Karyawan Notaris
Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasian Akiafnal Res Judicatavol. 2 No. 2, 2019, h. 217

14 Habib Adjie, “Politik Hukum Kenotariatan”, BaharaBaan Mahasiswa, Program Studi Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama®aya, 2014, h. 31
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Disamping 5 (lima) hal tersebut diatas, Notarisagglh sosok yang profesional
seyogyanya memiliki pengetahuan yang mumpuni dargdkelimuannya, mempunyai
keahlian skill dan menjunjung tinggi etika profdabatan Notaris.

Notaris bila dikaitkan dengan pengertian profesnamat Abdul kadir Muhammad
tersebut diatas, yaitu bahwa notaris sebagai ssd#ih jenis profesi harus memenuhi
kriteria-kriteria tentang profesi dimana salah gliintaranya, disebutkan bahwa profesi
itu hanya meliputi bidang tertentu saja. Hal inpaadiartikan bahwa suatu profesi
harus dilakukan pada bidang tertentu saja (speasiartinya tidak boleh merangkap
atau dirangkap dengan pekerjaan atau profesi &@hingga jelaslah bahwa Notaris
sebagai salah satu jenis profesi, tidak boleh nukkak rangkap jabatan.

Pendapat Abdulkadir Muhammad di atas tak jauh lderbéengan pendapat
Ignatius Ridwan Widyadharma, yang mengacu paddacdralog filosof Plato The
Republic”, bahwa seorang profesional itu harus menguasa@rjekinya sesuai dengan
kode etik mereka dan bukan sekedar pelayanan yabgradul, maka notaris sebagai
suatu profesi harus dilakukan dengan profesion@daBgkan seseorang yang
profesional itu harus melakukan spesialisasi yatigya tidak boleh merangkap dengan
pekerjaan lain.

Begitu juga jika dikaitkan dengan pendapat Franzgmia Suseno yang
menyatakan bahwa sebagai seorang profesional huklotgris harus memiliki 5
kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kiepdian Notaris tersebut yaitu:
kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandiriarahdan keberanian moral. Kelima
nilai moral tersebut tentunya tak akan mungkin @aghi kalau Notaris masih
melakukan rangkap jabatan.

Seorang Notaris juga tidak mungkin melakukan rapgébhatan jika dihubungkan
dengan pendapat Notohamidjojo yang mengharuskamarsgoprofesional hukum
memiliki sikap manusiawi, adil, patut dan jujur. dikanya apabila Notaris tersebut
masih melakukan rangkap jabatan akan sangat sughyh bersifat adil dan jujur.
Pasti akan ada kecenderungan untuk menguntungkaim satu pihak yang akibatnya
menjadi bersikap tidak adil dan tidak jujur.

Jika dihubungkan dengan pendapat para ahli Hukimnyla tentang pengertian

notaris yaitu antara lain:
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a. A.G. Lubbers mengungkapkan bahwa bidang notariahenekan suatu ketelitian
yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang Notadlmktah pada tempatny&®”

b. C.M.J. Mostart, “Notaris itu adalah seorang yangirjupandai membuat segala
tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publtk”;

c. Wolthuis, "seorang Notaris adalah seorang yangti telan dia tidak mudah
melompat-lompat soat”

Maka, jelaslah bahwa para ahli sejak zaman dahaikud Indonesia maupun luar
Indonesia berpendapat bahwa Notaris harus memegahat nama baik, kewibawaan,
ketelitian, kejujuran serta integritas. Semua dydraatas akan sangat sulit terpenuhi
apabila Notaris masih melakukan rangkap jabatan.

Sebagai gambaran seorang Notaris yang merangkapagalsebagai pemimpin
badan usaha tentunya akan sangat sulit baginy& orémbagi waktu dengan pekerjaan
sebagai notaris, kalaupun bisa pastinya pekerj@anmgnjadi tidak maksimal.
Disamping itu dengan melihat bagaimana tugas damimpin sebuah badan usaha
tentunya akan membuat independensi dalam pe-kesglzagai Notaris akan terganggu
dan menjadi cenderung berpihak pada salah satlk pialam aktanya karena pasti
sangat besar kemungkinan mereka akan membuat aktpada hubungannya dengan
kantor tempatnya bekerja. Dari segi ketelitian, gsantidak mungkin notaris bisa
membuat akta dengan teliti apabila ia masih didthokdengan pekerjaan lain. Dengan
semua pelanggaran yang ada, tentunya kewibawaandyaarapkan ada pada seorang
notaris otomatis akan hilang.

Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimgaarb usaha berkaitan erat
dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan sedtataris bersikap profesional
dimana salah satunya yaitu dengan berkonsentrak patu profesi yang telah ia
putuskan untuk ia jalani. Disamping itu larangamsdbut juga bertujuan untuk
mencegah terjadinya benturan kepentingaonflict of interes), serta agar notaris itu
tetap independen dan netral.

15 A.G. lubbers dalam Dessy Dwi Astuti, “Rangkap JabaNotaris Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, TeBmkultas Hukum, Program Magister
Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 201@0h

16 C.M.J. Mostart dalam Dessy Dwi Astutdid, h. 41

17Wolthuis dalam Dessy Dwi Astutbid
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Sanksi Bagi NotarisYang Merangkap Jabatan Sebagai Pemimpin Badan Usaha

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sampai denganirsaatasih banyak
ditemukan adanya notaris yang melakukan rangka@atgab dengan profesi lain
walaupun Undang-undang sudah jelas melarangnyangan bagi Notaris untuk
merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha daajalankan jabatannya telah
diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJsing menyatakan dengan tegas bahwa Notaris
dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atgawss badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah atau badan usaha stffasta.

Dengan demikian maka jelaslah jika seorang notagkkukan rangkap jabatan
sebagai pemimpin suatu badan usaha maka Notasmsbtértelah melanggar undang-
undang dan tentunya terhadap pelanggaran tersefarid\ dapat dikenakan sanksi
adminsitratif.

Sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap petaaggrangkap jabatan ini
diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN yang menyebutkhahwa Notaris yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud paddlay@dpat dikenai sanksi berupa
peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pdmbgan dengan hormat; atau
pemberhentian dengan tidak hormat.”

Selain dalam UUJN sanksi terhadap Notaris yang mg&ep jabatan juga diatur
dalam Pasal 55 huruf e Peraturan Menteri Hukum Hiak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dam CTara Pengangkatan, Cuti,
Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan MbatadaNotaris (Permenkumham
No. 19 Th. 2019) yang menjelaskan lebih lanjut kkieten tentang Notaris yang dapat
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, agalvierangkap jabatan sebagai
pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau gadamangku jabatan lain yang oleh
Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan gabalNotaris. Selanjutnya
mengenai tata cara pemberhentian Notaris diat@andd&asal 81 sampai dengan Pasal
85 Permenkumham No. 19 Th. 2019

Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang meranggiaggai pemimpin badan

usaha yaitu hanya bertindak sebagai pemilik badsahai tetapi bukan sebagai

18 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas taab&lotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Maka disampaikan dalam acaBelajar Bareng
Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghaddjgan Kode Etik Notaris 2017, Universitas
Narotama, Surabay®017, h. 17
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pengendali, misalnya dalam kepemilikan PT, jikeed@innya Notaris menjabat sebagai
direktur maka Notaris cukup menjadi pemegang salaja. Dalam badan usaha
berbentuk CV, maka jika sebelumnya Notaris mengekutu aktif maka Notaris
tersebut harus berubah menjadi sekutu pasif. Damijiga untuk jenis badan usaha
lainnya Notaris dapat menempati posisi dalam badsaha asalkan bukan sebagai
pengendali badan usaha tersebut.

Terhadap segala upaya penyelesaian terhadap Ng#args merangkap sebagai
pemimpin badan usaha tersebut di atas berlaku aratbahwa Notaris tidak boleh
membuat akta yang berhubungan dengan badan usaeduk karena menyangkut
kepentingan diri Notaris itu sendiri. Hal terseteiah ditegaskan dalm Pasal 52 ayat (1)
UUJN yang menyebutkan : “Notaris tidak diperkenankaembuat akta untuk diri
sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempurydungan kekeluargaan dengan
Notaris baik karena perkawinan maupun hubungarhddatam garis keturunan lurus
ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan deejet,dalam garis ke samping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pimakkudiri sendiri, maupun dalam
suatu kedudukan atau pun dengan perantaraan’kuasa.

Dengan ketentuan tersebut di atas diharapkan Nodapat menjalankan tugas
jabatan sebagai jabatan kepercayaan dengan jajksama, mandiri, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalaipupéan hukum.

PENUTUP
Kesmpulan

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhor@&tcfum Nobilg karena Notaris selaku
Pejabat Umum merupakan jabatan ke-percaya&rtrouwens Ambpt dan secara
personal Notaris adalah seorang yang dipercayamésyarakat dalam pembuatan alat
bukti berupa akta OtentikVértrouwens Persgn Larangan rangkap jabatan Notaris
sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat debgatuk spesialisasi yang
mengharuskan seorang Notaris bersikap profesiomadréh salah satunya yaitu dengan
berkonsentrasi pada satu profesi yang telah iaspatuuntuk ia jalani. Disamping itu
larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegghdieya benturan kepentingan

(conflict of interes), serta agar notaris itu tetap independen danlnetra
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Notaris yang merangkap jabatan sebagai pemimpitu sbadan usaha maka
Notaris tersebut telah melanggar Undang-Undangtddradap pelanggaran tersebut
Notaris dapat dikenakan sanksi adminsitratif benogangatan tertulis, pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat atau pesnkiarh dengan tidak hormat.
Upaya penyelesaian terhadap Notaris yang merangiaggai pemimpin badan usaha
adalah Notaris hanya bertindak sebagai pemilik hadsaha tetapi bukan sebagai
pengendali misalnya dalam kepemilikan PT, jika Begbhaya Notaris menjabat sebagai
direktur maka Notaris cukup menjadi pemegang salam. Dalam badan usaha
berbentuk CV, maka jika sebelumnya Notaris mengekutu aktif maka Notaris
tersebut harus berubah menjadi sekutu pasif. Damikiga untuk jenis badan usaha
lainnya seperti UD, Firma, Maatschap dan Kopenssiaris dapat menempati posisi
dalam badan usaha asalkan bukan sebagai pengéadaln usaha tersebut dengan
batasan Notaris tidak boleh membuat akta yang berigan dengan badan usaha

tersebut, karena menyangkut kepentingan diri Netarisendiri.

Saran

Diperlukan adanya peningkatan pemahaman pelaksahegas jabatan agar
Notaris lebih memahami apa yang boleh dan tidaktbdilakukan dalam pelaksanaan
tugas jabatannya sehingga sebagai seorang pradésiokum Notaris dapan melayani
masyarakat sebaik-baiknya dengan berpegang tegatd&dJUJIN dan Kode Etik.
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EKSISTENS| LEMBAGA KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Inge Rahayu Riyandini
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UniversNasotama Surabaya
Email : ingeriyandini@gmail.com

ABSTRACT

The social function of land has become one of #seslfor Government’s policy
to put public interest on top of the individual spewith regard to rights of the
individuals. The main purpose of land procurementplublic interest is to provide land
for the development, in order to increase the welfand prosperity of the nation.
Despite this notion, any legal interest of the martconcerned must still be guaranteed.
To guard the public interest, it is necessary teegcompensation to any rightsholder
whose land has been acquisited by the governmbatlahd procurement process shall
be carried out in accordance with the legal regidas concerned, especially Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 about Land Procurement PRaoblic Utilities
Construction.In case the rightsholder refuses to accept the fand/or the value of
compensation that has been negotiated previoulse/,gbvernment regulated that the
compensation shall be commended in a District Colinis notion is solely meant to
guarantee the development for public interest.

Keywords : Social Function, Compensation, Consigmm

ABSTRAK

Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu daegir kebijakan Pemerintah
untuk menempatkan kepentingan publik di atas képgart individu, terkait dengan
hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanahkuk@pentingan umum adalah
untuk menyediakan tanah untuk pembangunan, dalangkaa meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepagatmsan ini, kepentingan hukum
apa pun dari pihak terkait harus tetap dijamin.udmhenjaga kepentingan publik, perlu
memberikan kompensasi kepada setiap pemegang hagktgaahnya telah dibebaskan
oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harusldilaksesuai dengan peraturan
hukum terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 2 maP@l2 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. nDdi@al pemegang hak
menolak untuk menerima formulir dan/atau nilai kemgasi yang telah dinegosiasikan
sebelumnya, pemerintah mengatur bahwa kompensass tdipuji di Pengadilan
Negeri. Gagasan ini semata-mata dimaksudkan unemjamin pembangunan untuk
kepentingan umum.

Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi

PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk yang meningkat pégak didukung dengan persediaan

sumber daya tanah yang terbatas. Kondismikian mengakibatkan pelaksanaan
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pembangunan untuk kepentingan umwmang telah direncanakan oleh pemerintah
seringkali berbenturan dengan hglerseorangan atas tanaBRada akhirnya, demi
memenuhi kebutuhan tanah untuk keperlygambangunan, pemerintah melakukan
pengambilalihan tanah-tanah hak perseorangan. Dasagambilalihan tanah hak
perseorangan untuk kepentingan umum didasarkand&ebetentuan Pasal 6 UUPA
yang menentukan bahwa “Semua hak atas tanah memipfumgsi sosial’. Fungsi
sosial tanah bermakna bahwa hak atas tanah pargaardéidak bersifat mutlak. Hak
atas tanah tidak dibenarkan dipergunakan semata-monaiuk kepentingan pribadi,
melainkan harus sesuai dengan keadaan dan sifpadathaknya, sehingga bermanfaat
baik bagi kesejahteraan yang mempunyaimgupun bermanfaat bagi masyarakat dan
Negara.

Pada dasarnya hak atas tanah seseorang tidak hesmgaunyai manfaat bagi
pemilik hak atas tanah melainkan bagi seluruh bargdonesia. Tanah tidak hanya
mempunyai nilai ekonomis tetapi juga fungsi sosh karena itu kepentingan pribadi
atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingarmurimi dilakukan dengan cara
pelepasan hak atas tanah dengan mendapat gargidkegang tidak hanya berupa uang
semata melainkan berupa penggantian tanah ataukbkmb yang dikehendaki para
pihak.

Konsekuensinya adalah dalam hal mempergunakan ,tam@ady bersangkutan
tidak hanya berpedoman pada kepentingan indiviga tedapi harus memperhatikan
kepentingan umum. Pasal 6 UUPA tersebut, hak aeseprangan dapat dicabut demi
kepentingan umum. Ada dua cara yang dapat ditenRarerintah untuk melakukan
pengambilalihan hak atas tanah yang dimiliki olebsyarakat yaitu dengan cara
pembebasan/ pelepasan hak atas tgmé@kgeving)dan cara pencabutan hak atas tanah
(onteigening)

Ketentuan mengenai pencabutan hak diatur dalamtkete Pasal 18 UUPA,yang
menentukan bahwa “Untuk kepentingan umum, termdspentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, alaletas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut gamag diatur dengan Undang-

undang”.

1 SF. Marbun dan Mahfud MPokok-Pokok Hukum Administrasi Negataberty, Jogjakarta,
2010, h. 164
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupaidakén Pemerintah untuk
memperoleh tanah yang digunakan untuk berbagai nkegan pembang-unan,
khusunya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnygguan tanah untuk kepentingan
umum dilakukan dengan cara musyawarah antar paak piang memerlukan tanah
dengan pemilik hak atas tanah yang tanahnya di@erluntuk kegiatan pembangurfan.

Apabila tanah hak perseorangan diperlukan untuk bpegunan demi
kepentingan umum, maka cara pertama yang harusnglite pemerintah adalah
bermusyawarah dengan pemegang hak atas tanah Hak pang berhak untuk
melepaskan tanahnya secara sukarela disertai dgeg@gantian kerugian yang telah
disepakati. Manakala kesepakatan tersebut tidakar dan lokasi pembangunan tidak
dapat dipindahkan, maka mekanisme pencabutan Ipait déaempuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Penjelasan Wagman Il Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Baash dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya maka dibentuklah lembaga peagadanah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1i@nfang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pada tahukutig, pemerintah
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorT&hun 1976 tentang
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentifgmerintah Bagi
Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta untuk mengaksmkepentingan swasta
dalam memperoleh tanah.

Pada tahun 1985 diberlakukan Peraturan MenterinrDbdageri Nomor 2 Tahun
1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk KepeRroyek Pembangunan Di
Wilayah Kecamatan untuk mendukung pengadaan tanabi Iproyek-proyek
pembangunan yang berskala kecil dan tidak memaearlulemah yang luas, yang
dilakukan oleh instansi pemerintah. Pada tahun P&3aturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuangeiesi Tata Cara Pembebasan
Tanah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 5%ima993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentindgmum. Peraturan
pelaksananya dibentuk setahun kemudian yaitu Raratenteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang KetentuaakBahaan Keputusan Presiden

2Herman Hermit,Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanakgdra dan Tanah
PemdaMandar Maju, Bandung, 2004, h. 56
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Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang &dagn Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepen-tingan Umum. Ketentuan| Pasayat (2) Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang PengadaanhT&ami Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan battalam hal tanah,
bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dénggmyang dimiliki bersama oleh
beberapa orang, sedangkan satu atau beberapadarangereka tidak dapat ditemukan,
maka ganti kerugian yang menjadi hak orang yanaktibpat diketemukan tersebut,
dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat olektansi Pemerintah yang
memerlukan tanah.

Ketentuan pasal ini mulai memberlakukan lembagaikyasi dalam pelaksanaan
pembayaran uang ganti kerugian kepada pihak beryakg tidak diketahui
keberadaannya. Sebelumnya, tidak ada pengaturdra¢enkonsinyasi dalam peraturan
pengadaan tanah. Satu-satunya lembaga konsinyasgidyjkenal dalam hukum nasional
adalah lembaga penawaran pembayaran tunai yangtidi&ngan konsinyasi dalam
hukum perikatan Buku 11l Kitab Undang-Undang Hukitardata Pasal 1404 sampai
dengan Pasal 1412 sebagai salah satu cara hapyp&njatan. Perkembangan
selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun &%ang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umunbullicdengan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanhT&ami Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudiderbpa pasalnya diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006ntefarubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang PengadaanhT&agi Pelak-sanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Setahun kemudikeluarkan peraturan
pelaksana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nialliomer 3 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Pelak-sanaan Peraturan Presiden Nomoaldt 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentldgamm sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahu6 Bfitang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentangadaag Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya terdapat beberapa kali perubahan parnapelaksana, yang dimuat
dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 @rRanyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembanguan Untuk Kepentingan Umum. Yagg mengalami beberapa

101



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

kali perubahan diantaranya diatur dalam Peraturasiden Nomor 40 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomorallin 2012 tentang Penye-
lenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentibjganm dan yang terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahub &fitang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 terRamyelenggaraan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kendala utama yang sering terjadi dalam proses gola;n tanah untuk
kepentingan umum adalah tidak adanya kesepakatagemai besarnya ganti kerugian
yang diberikan oleh Pemerintah sedangkan kegiatenggmlaan tanah untuk
kepentingan umum tersebut bersifat mendesak. Hah&rupakan tugas yang cukup
berat bagi Pemerintah dalam mengambil upaya attergalam menyelesaikan
hambatan dari kendala tersebut. Mekanisme musyawaegupakan salah satu upaya
awal untuk mencari jalan tengéwin-win solution)dalam menentukan besarnya ganti
kerugian. Tetapi dalam mekanisme musyawarah ira jegdapat kemungkinan bahwa
dasar keti-daksepakatan mengenai ganti kerugigdidéembali.

Dengan dasar untuk kepentingan umum, Pemerintahlung@lanitia penga-daan
tanah untuk kepentingan umum dapat menentukan sseseppihak besar-nya ganti
kerugian dan kemudian menitipkannya ke PengadilageN setempat melalui proses
konsinyasi. Penerapan lembaga konsinyasi dalamageag tanah untuk kepentingan
umum diharapkan mampu sebagai alternatif penyealedainflik antara pemegang hak

atas tanah dengan Pemerintah.

RUMUSAN MASALAH

1. Ratio legis pembentukan lembaga konsinyasi dalam pengadaaah tamtuk
kepentingan umum.

2. Prosedur pemberian ganti kerugian dalam pengadaaah tuntuk kepentingan

umum.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian yuridis
normatif yang menekankan pada norma-norma hukungatemenganalisa peraturan

perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian @mefiti menggunakan dua metode
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pendekatan masalah, yaitu : Sfatute Approachyaitu pendekatan dengan menelaah
semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersgragkuiengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi; dan@)nseptual Approachyaitu pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidokémg berkembang di dalam

ilmu hukum.

PEMBAHASAN
Ratio Legis Pembentukan Lembaga Konsinyasi

Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sé&itagtemui dalam
beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seirdengan bergantinya
kepemimpinan pemerintahan, pembangunan tetap niempsalah satu tugas yang
turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertadafam era global yang serba
dinamis dan selalu berkembang demi menunjang Kdseg@n masyarakat. Untuk
mewujudkan pembangunan tersebut tentunya harus otehdan tanah yang menjadi
tapak dari terciptanya suatu pembangunan, namu@a Bgadyataannya tanah yang
tersedia seringkali tidak memadai, sehingga digaru tanah masyarakat guna
pembangunan tersebut, yang disebut juga pengademsah tyang menurut undang-
undang dilakukan oleh pemerintah dengan membeti garugian kepada masyarakat
yang memegang hak atas tanah tersebut.

Tanah memiliki 2 arti penting dalam kehidupan mamugaitu sebagasocial
assetdan capital asset Tanah sebagasocial assetadalah sebagai sarana pengikat
kesatuan di kalangan lingkungan sosial untuk kefadudan hidup, sedangkan tanah
sebagaicapital assetadalah sebagai modal dalam pembangunan dan tefabuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaghmsgai bahan perniagaan dan
objek spekulasi.

Tanah merupakan sumber daya alam yang strategisbbagsa, Negara dan
rakyat, dan diatur dalam Konstitusi Pasal 33 agatUndang-Undang Dasar 1945
menjelaskan bahwa segala kekayaan alam dikuadaiNg#gara. Kewenangan Negara

ini diatur dalam Pasal 2 UUPA yang antara lain :

3 Achmad RubaieHukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmBayumedia, Malang,
2007,h. 1
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1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaarsediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum@raamrang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairauang angkasa

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumraamrang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumiaairgang angkasa.

Saat ini kebutuhan tanah sebagapital assetsemakin meningkat, sebab
banyaknya pembangunan dibidang fisik baik di pe&ontmaupun pedesaan. Kebutuhan
akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangiemaebut memberikan peluang
terjadinya pengambilalihan tanah bagi kepentingaruma. Keterbatasan tanah dan
banyaknya pembangunan menyebabkan pergesekanu Bisatpembangunan sangat
memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedatliglsaamain sebagian besar warga
masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempatuggnan dan tempat mata
pencariannya.

Untuk itu Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakgargembangunan dapat
tetap terlaksana, khususnya pembangunan berbafgastinktur untuk kepentingan
umum. Dan untuk memperoleh tanah-tanah tersebaksdihakan melalui pengadaan
tanah untuk kepen-tingan umum. Landasan utama peagapengadaan tanah ini ada
dalam Pasal 18 UUPA “Untuk kepentingan umum, teukdsepentingan bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dlalatas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara- yang diatur Undang-
Undang”. Walaupun di dalam Pasal 21, 29, 42 darU4®A mengandung prinsip
penguasaan dan penggunaan tanah secara indivichwnnhak-hak atas tanah yang
bersifat pribadi tersebut mengandung fungsi sogslg dipertegas dalam Pasal 6
UUPA.

Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan yang sadividu atas tanah
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang D&d& dan Undang-Undang
Pokok Agraria, di sisi lain pelaksana kekuasaamareegakni pemerintah, berkewajiban

menjalankan agenda pembangunan infrastruktur figdng kerap kali harus

4 Hatta Isnaini Wahyu UtomoMemahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Penvkizt
Tanah,Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 124

5 Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan PembebaEanah di
IndonesigEdisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Banding, 19919h
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mengorbankan nilai kepentingan individu. Akomodasicara konseptual terhadap
kedua kepentingan itu sebenarnya sudah ada sedjak th960 pada saat Undang-
Undang Pokok Agraria dibentuk dalam Undang-Undangebut kedua kepentingan itu
sudah diletakkan secara hierarki pada tingkat Kepgan yang saling mengimbangi.
Hak atas tanah apapun yang ada ada seseorangalidd&pat dibenarkan bahwa
tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipelgamasemata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu ménilkan kerugian bagi masyarakat.

Secara normatif semua hak atas tanah mempunyasifgogial, oleh sebab itu
pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pengadamah tuntuk kepentingan umum
karena pembangunan tetap harus terlaksana, hahigdng menjadi latar belakang
pemerintah menitipkan ganti kerugian melalui PerigadNegeri bagi pihak yang
berhak atas tanah yang keberatan terhadap hasjamasah setelah melalui prosedur
dan mekanisme pelepasan hak oleh panitia pengadaah untuk kepentingan umum
yang telah diatur dalam ketentuan perundang-unaehga

Selain dari kebijakan pemerintah untuk menitipkasilhganti kerugian dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah tegapta kepastian hukum
mengenai status tanah yang akan digunakan pentetmtak pembangunan, dengan
dititipkannya ganti kerugian tersebut pada PengadiNegeri maka tanah tersebut
menjadi tanah negara berdasarkan peraturan pergruth@angan.

Sehingga tujuan dari pada dititip-kannya ganti gexra kepada Pengadilan Negeri
selain daripada hal yang telah diuraikan tersedatah untuk memberikan kepastian
hukum atas penyerahan ganti kerugian oleh negdradap pemegang hak atas tanah
yang tanahnya diambilalih oleh negara melalui ptosedlan mekanisme yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang.

Penggunaan lembaga konsinyasi merupakan salah caatu untuk memaksa
masyarakat dalam rangka pengambilalihan tanah mestasetelah melalui prosedur
yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang Undangaapakan dasar hukum untuk
melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihalg y@erhak atas atas yang

mengajukan keberatan atas hasil musyawarah penetapgai ganti kerugian.

6 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Tanah NasionaBahan Diskusi Dalam Persiapan
Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 20Mé&kalah, disampaikan pada acdarsiapan
Menghadapi Ujian PPAT 201 Universitas Narotama Surabaya, Oktober 20172h. 1
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Konsinyasi seperti diatur dalam Pasal 1404 KUHRerdanerupakan opsi yang
ditawarkan oleh undang-undang bagi debitur untulunasi piutang terhadap kreditur,
dengan kondisi kreditur menolak penawaran pembaygaag dilakukan oleh debitur,
sehingga jika berpedoman pada pengertian konsimada Pasal 1404 KUHPerdata,
kita wajib menelaah lebih jauh apakah peneraparmaga konsinyasi memang dapat
diterapkan dalam masalah penentuan ganti kerugarg ytelah memenuhi syarat
musyawarah untuk mufakat. Dalam pengadaaan tanmah ldgentingan umum inilah
yang sering menimbulkan masalah penentuan gantigier yang dilakukan melalui
konsinyasi (penitipan).

Lembaga konsinyasi yang diterapkan dalam pengadaaah sesungguhnya
merupa-kan langkah terakhir yang diambil oleh pemwen sehubungan dengan
pengambilalihan tanah agar tidak lagi terjadi pgrasan tanah masyarakat yang
diperoleh sesuai prosedur, sehingga pemerintalragikan agar dapat menciptakan
kesinambungan antara kepentingan umum dengan kegemtakyat.

Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kegemtiumum oleh
Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasampeatgerahan hak atas tanah. Ganti
kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingammudiberikan untuk hak atas
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain Bar@itan dengan tanah.
Bentuknya dapat berupa uang, tanah pengganti, peraokkembali, dan/atau bentuk
lain yang disetujui pihak-pihak yang bersangkutilusyawarah menghasilkan dua
kemungkinan, yaitu kesepakatan, dan kedua tidakcapem kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti kerugian antara pemedpakg atas tanah, instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Baagal anah.

Prosedur Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

Proses penetapan ganti kerugian dalam pengadaastnuatuk kepentingan umum
diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tali? 0. Pasal 68, Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Menurut ketentni, penetapan ganti kerugian
dilakukan dalam proses musyawarah secara langsuagagpara pihak (instansi yang
memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah) digitapin oleh Lembaga

Pertanahan/BPN sebagai pelaksana pengadaan tanah.
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Proses musyawarah tersebut dilakukan dalam wadktbari sejak hasil penilaian
dari penilai disampaikan kepada lembaga penilaiy&éelaksana Pengadaan Tanah).
Pelaksanaan musyawarah dapat dibagi dalam bebetagampok dengan
mempertimbangkan jumlah pihak yang berhak, waktun dempat pelaksanaan
musyawarabh.

Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir datmoses musyawarah
tersebut, yang bersangkutan dapat mem-berikan Keggseda pihak lain seperti yang
ditentukan dalam Pasal 71 Peraturan Presiden Néindahun 2012, yaitu:

1. Seorang dalam hubungan darah keatas, kebawah esampging sampai derajat
kedua atau suami/ istri bagi pihak yang berstatusrangan

2. Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan eamggiasar bagi pihak yang
berhak berstatus badan hukum atau

3. Pihak yang berhak lainnya, serta

4. Kuasa itu hanya dapat diberikan kepada satu orangrjma kuasa atas satu atau
beberapa bidang tanah yang terletak pada satu lpdtagadaan tanah

Jika pihak yang berhak tidak hadir dalam prosesyawarah tersebut, sedangkan
undangan sudah disampaikan secara patut, serkapida menunjuk kuasanya, maka
yang berhak dianggap menerima dan/atau menyet@gotuk dan besarnya ganti
kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana pengadaah.t

Dalam musyawarah tersebut menurut Pasal 70 ayat&uPan Presiden Nomor
71 Tahun 2012, dapat dilaksanakan lebih dari satu Relaksana pengadaan tanah
menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaari penilai. Jika terjadi
kesepakatan tentang besar dan bentuk ganti kerugkam dituangkan dalam berita
acara kesepakatan, yang kemudian dipakai sebaggi pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bed&wkbesar ganti keru-gian,
menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 T201B, pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan (dengan cara mengajukan gyidgetpada Pengadilan Negeri
setempat dalam waktu 14 hari kerja setelah ditamgaini berita acara hasil
musyawarah. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan @sarnya ganti kerugian
dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimangmgajuan keberatan. Putusan
Pengadilan Negeri ini belum final, sehingga babakiyang berhak berkeberatan maka
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dalam waktu 14 hari kerja dapat mengajukan kasasvi&@hkamah Agung, dan harus
diputus dalam waktu paling lama 30 hari sejak pé&onan kasasi diterima.

Memperhatikan proses musyawarah dalam hal penetagatuk dan utamanya
besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah kepéntingan umum yang seperti
terurai diatas, menunjukkan posisi pihak yang Hefpamegang hak atas tanah) dalam
posisi yang lemah. Besarnya ganti kerugian ditetapédeh Penilai Pertanahan yang
dalam proses penilaian-nya tidak disertai dengandsir penilaian yang dirumuskan
dalam peraturan hukum.

Tidak dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor g¢huh 2012 beserta
peraturan pelaksananya tentang posisi dari hasilgen Penilai yang menyangkut
besarnya ganti kerugian, bersifat final atau magh berubah sesuai dengan dinamika
yang ada dalam proses musyawarah. Kalau itu befsitd, maka proses musyawarah
itu sekedar proses legitimasi semata atas hasilapn dari Penilai tanpa memper-
timbangkan pendapat dan kepentingan dari pemegangths tanah.

Alangkah baiknya bila definisi musyawarah dirumuskalam Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana daiang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 yang memberikan pengertian musyawarah adadgiatkn yang mengandung
proses saling mendengar, saling memberi dan salwgerima pendapat, serta
keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai dasabentuk ganti kerugian dan
masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan peagadaah atas dasar kesukarelaan
dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tamaiguban, tanaman dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan parakmemerlukan tanah.

Sedangkan pengertian musyawarah tidak diatur daladang-Undang Nomor 2
Tahun 2012, melainkan musya-warah dalam konsteksutiasi publik. Seperti yang
tercantum dalam Pasal 1 angka 8 yang berbunyi KiassuPublik adalah proses
komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihalgy@rkepentingan guna mencapai
kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaangmEng@nah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum. Jadi musyawarah dalam ksritensultasi publik hanya
terkait dengan tahapan perencanaan dan bukan paleqsanaan.

Konsinyasi ganti kerugian muncul dalam praktek tegtdi dead lockdalam
musyawarah penentuan bentuk dan besar ganti kardglam pelaksanaan pengadaan
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tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan dengamdasarkan pada Permendagri
Nomor 15 Tahun 1975.

Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan apadeaitgadaan tanah itu telah
memenuhi syarat atau tidak sebagai pengadaan tgavadp lokasinya tidak dapat
dipindahkan, penilaiannya dan/ atau penetapannya Yeersfiat sepihak dan tidak
objektif. Lembaga tersebut bisa saja diserahkana pBéngadilan yang sebelum
melakukan penetapan dapat memanggil dan mendemgagtta mempertimbangkan
pendapat dan keterangan para pihak dan saksi yakgrbpeten di bidangnya.

Pada era berlakunya Undang-Undang Nomor 2 TahuB, Z&hitipan uang ganti
kerugian (konsinyasi) diatur dalam Pasal 42 dasetB dalam Pasal 86 sampai dengan
Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 20%2bDtkan bahwa penitipan uang
ganti kerugian dilakukan di Pengadilan Negeri padayah lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum, dan itu dilakukan dalam hal:

1. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besdr lgamgian berda-sarkan hasil
musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pigngad

2. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besai garugian berda-sarkan
putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telemper-oleh kekuatan
hukum tetap

3. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya

4. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan gantglar :
a. Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan
b. Masih dipersengketakan kepemilikannya
c. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
d. Menjadi jaminan Bank

Pada dasarnya lembaga konsinyasi diambil dari lgmgang diatur dalam Buku
Il KUHPerdata, seperti halnya ganti kerugian yaglah dibahs sebelumnya. Pasal
1404 KUHPerdata menyatakan Jika si berpiutang na&gnplembayaran, maka di
berpiutang dapat melakukan penawaran pembayaramatangnya kepada Pengadilan.
Penawaran demikian, diikuti dengan penitipan, mdrablkean si berpiutang dan berlaku
baginya sebagai pembayaran, asal penawaran ithuklda dengan cara menurut
Undang-Undang, sedangkan apa yang dititipkan iptatas tanggungan di berpiutang
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PENUTUP
Kesimpulan

Ratio legis pembentukan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tantuk
kepentingan umum adalah untuk memberikan kempagtickum atas berjalannya
agenda pembangunan nasional yang telah direncaataarintah, untuk memberikan
kepastian hukum terhadap status tanah yang digon&emerintah dalam rangka
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untukbaré&kan kepastian hukum
atas penyerahan ganti kerugian oleh negara terhpelay@gang hak atas tanah yang
tanahnya diambilalih oleh negara.

Prosedur pemberian ganti kerugian dalam pengadaeh tuntuk kepentingan
umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah ntell@hap Perencanaan, Tahap
Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyeramh Untuk menjamin
objektivitas dalam menentukan apakah pengadaah tangelah memenuhi syarat atau
tidak sebagai pengadaan tanah yang lokasinya tidakt dipindahkan, penilaiannya
dan/ atau penetapannya yang bersfiat sepihak dak objektif. Lembaga tersebut bisa
saja diserahkan pada Pengadilan yang sebelum rkalakenetapan dapat memanggil
dan mendengarkan serta mempertimbangkan pendapdtetierangan para pihak dan

saksi yang berkompeten di bidangnya.

Saran

Untuk mempermudah penyerahan ganti kerugian kepadaegang hak atas
tanah maka sebaiknya Pengadilan Negeri sebagaigaela dari lembaga konsinyasi
berperan aktif untuk mempermudah proses penyerapami kerugian kepada
pemegang hak atas tanah.

Untuk menghindari kerugian yang diderita oleh mesyat di dalam proses
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebaiknyaerppgah melibatkan
masyarakat khususnya yang berpotensi terkena darppakadaan tanah untuk

kepentingan umum
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ABSTRACT

There are numerous ventures that are existed inbtieness world one of the
example is limited company. The position of limitedhpany can be regarded as legal
subject when it becomes legal entities. It is @fiy becomes legal entities when limited
corporate receives authorization deed (SKPT) fraw land Human Rights department.
It is important within business world to hold autization deed (SKPT) as legal entities
since it can be used to conduct legal action towtict party.According to article 16
the Decree of Law and Human Rights department aiggr the procedure of
submission to become legal entities and changirrgeagent of basic budget, there is
some possibility to revoke authorization deed (SKPT

Keywords: Limited Company, the Authorization Dee8KKT), Revocation of
Authorization Deed.

ABSTRAK

Ada banyak bentuk badan usaha yang dipergunakamdalnia bisnis salah satu
contohnya adalah perseroan terbatas. Posisi parséethatas dapat dianggap sebagai
subjek hukum ketika menjadi badan hukum. Secarairegnjadi badan hukum ketika
perseroan terbatas menerima Surat Keputusan Pé&ageBandirian Perseroan Terbatas
(SKPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manukieberadaan SKPT penting
dalam pendirian badan hukum perseroan terbatasi&atatus sebagai badan hukum
lahir setelah adanya SKPT sehingga dapat melaktikdakan hukum terhadap pihak
ketiga. Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Bak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengajuan PermolrReragesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sertaarppain pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dan perubahan data RersEeobatas, ada beberapa
kemungkinan untuk mencabut akta otorisasi (SKPT).

Kata kunci: Perusahaan TerbatfSurat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan
TerbatagSKPT), Pencabutan Akta Kuasa.

PENDAHULUAN

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adaladgaie pejabat yang diberi
sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayaniarest dalam bidang perdata
khususnya pembuatan akta otentik dimana akta ktesgbagai salah satu bentuk
perlindungan hukum. Akta Notaris adalah akta okeyding memiliki kekuatan hukum
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dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat buldah yang sempurna/dlledig
bewij9?

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tah(0A4 Z@ntang Jabatan
Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undangddgnédéomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 T&@04 tentang Jabatan
Notaris (selanjutnya ditulis UUJN), Notaris dideikan sebagai pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memikkwenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkdanigrndang lainnya.

Kewenangan Notaris berdasarkan UUJN dapat diliaknd Pasal 15 UUJN yang
menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Aktantki mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dihatuskeh Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bentiygan untuk dinyatakan
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal lpeatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, seyaudn sepanjang pembuat-an
Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikapd®a pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping ketentuan tersebut Notaris juga berwemagggesahkan tanda tangan
dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawaglanatengan mendaftar dalam buku
khusus; membukukan surat di bawah tangan dengawmlaftan dalam buku khusus;
membuat kopi dari asli surat di bawah tangan bemglanan yang memuat uraian
sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam suray yaersangkutan; melakukan
pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asingmberikan penyuluhan hukum
sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Aktaberkgitan dengan pertanahan;
atau membuat Akta risalah lelafg.

Kewenangan Notaris tidak hanya didapat secaraudfritéari UUJN tetapi juga
ada Undang-Undang lain yang memberikan kewenangan Motaris. Salah satu
contoh kewenangan yang berasal dari Undang-Undan@dlalah dalam membuat akta

pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pada Pasalt{Bybdindang-Undang Nomor 40

L A.A. Andi Prajitno,Apa dan Siapa Notaris di IndonesiaPutra Media Nusantara, Surabaya,
2010, h.51.

2 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas tdabBlotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Maka disampaikan dalam acaBelajar Bareng
Alumni Universitas Narotama DalamRangka Menghaddjian Kode Etik Notaris 2017, Universitas
Narotama, Surabay®017, h. 13

113



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjdisghut UUPT) disebutkan bahwa
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebifgdn akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.

Perseroan Terbatas berubah statusnya menjadi bhat#tam pada saat Perseroan
Terbatas tersebut sudah mendapat Pengesahan daeriMdéukum dan Ham, berupa
telah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ramdierseroan Terbatas (disebut
juga SKPT).Penting bagi dunia usaha untuk memperoleh Suratitkiepn Pendirian
sebagai badan hukum, dikarenakan dengan adanya 8iBRpkan dapat melakukan
suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. Suratuesan Pengesahan Perseroan
Terbatas merupakan salah satu bentuk perlindungdmnh dan kepastian hukum
kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 Permenkumham rNbffahun 2014 mengenai
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan BadammHdkn Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian peafiobent perubahan anggaran

dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas mankamguntuk dicabutnya SKPT.

RUMUSAN MASALAH

a) Kedudukan Perseroan Terbatas setelah Surat KeputBsmdirian Perseroan
Terbatas (SKPT) dicabut

b) Kedudukan dari kreditur apabila ternyata PerseifiGabatas tersebut memiliki kredit
di bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian disinormatif, artinya penelitian
ini didasarkan pada penelusu ran studi pustakasaf@rangkat norma yang telah ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan PeraturaunBang-Undangan Satute
Approach) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asddrid dan pendapat para

sarjana Conseptul Approagh
PEMBAHASAN

Kedudukan Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pendirian Perseroan
Terbatas (SKPT) Dicabut
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Pasal 1 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa Perseredmaffs, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikarddsarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar y&nglsgya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam WgRa peraturan pelaksananya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang ikiémak dan kewajiban
serta dapat di tuntut didepan pengadilan. Perséredratas yang merupakan kumpulan
modal yang mengandung karateristik sebagai berikut:

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antarala
a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Man(Ra&sal 7 ayat (4)

UUPT), apabila Perseroan Terbatas belum ada pdmgesaaka statusnya belum

sebagai ba-dan hukum dan segala tanggung jawakmy&elvajibannya sama

halnya dengan persekutuan firma.

b. Perseroan Terbatas merupaka bentuk organisasidiang , ada RUPS, direksi
dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2,4,5 dan 6 JUPT

c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengendhraya pemisah-an harta
kekayaan pribadi dengan harta kekayaan persere@aal(® UUPT).

d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas narseman (Pasal 98 ayat

(1) UUPT).

e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keunamg
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudrbatas pada nilai saham
yang diambilnya, kecuali dalam hal;
a. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan ekumterpenuhi
b. Pemegang saham memanfaatkan Perseroan Terbatlk&epéntingan pribadi
c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukansétoan Terbatas dan
mengambil kekayaan Perseroan Terbatas, dan
d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakaga&ek Perseroan
Terbatas sehingga perseroan tidak dapat melunesidrutangnya.
3. Berdasarkan perjanjian
a. Didirikan oleh dua orang (perorangan atau badamimjlatau lebih
b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Pearsd erbatas, dan
c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian

4. Melakukan kegiatan usaha
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5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal) da
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Pengertian Badan Hukum adalah suatu badan yankadaa hukum dimana
secara hukum dianggap seperti manusia yang bisatdirpertanggungjawabannya bila
melakukan perbuatan hukum, yang dilekati oleh kibaaj dan hak tertentu. Jadi
apabila peraturan yang mengatur mengenai Pers@erdatas tersebut tidak dipenuhi
maka tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum.

Pengertian badan hukum, dimana Perseroan Terbatas melakukan perbuatan
hukum sendiri atas nama Perseroan Terbatas danrjagaliki organ yang mewakili
Perseroan Terbatas dalam melakukan tugasnya. @amns€erbatas memiliki kekayaan
yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Perserbarbatas dapat didirikan
berdasarkan perjanjian, artinya harus ada minins@a orang yang bersepakat untuk
mendirikan peseroan. Dua orang disini tidak terrkagpabila suami dan istri tanpa
perjanjian pranikah, atau orang tua dan anak yaagihmdibawah umur. Dimana
dianggap harta kekayaannya menjadi satu, dianggampiak saj4.

Perseroan Terbatas juga melakukan kegiatan usatioit umendapatkan laba /
keuntungan. Perseroan Terbatas memiliki kekayaadirsgang terlepas dari kekayaan
pribadi para pemegang sahamnya. Kekayaan persézdaagi dalam bentuk saham-
saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan gemdipat dilakukan tanpa perlu
membubarkan perusahaan.

Suatu Perseroan Terbatas baru da-pat dikategosédaagai badan hukum apabila
telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Mddtdaum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. Dengan telah diperofalstatus badan hukum tersebut,
para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertamggawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan TerBatatidak bertanggung jawab atas
kerugian Perse-roan Terbatas melebihi nilai sahemg yelah diambilnya.

Ada perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sebdPerseroan Terbatas
disahkan sebagai badan hukum sebagaimana diaam d@dsal 12, 13 dan 14 UUPT,

yang meliputi:

3 Abdul R Saliman, Mukum bisnis untuk perusahaarkencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005, h. 107
4 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Perseroan”, BahAjar, Fakultas Hukum,
Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 6
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a. Perbuatan kepemilikan saham oleh calon pendiri.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikhars dan penyetoran
yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perserdarbatas disahkan wajib
dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan Terl{®asal 12 ayat (1) UUPT).
Perbuatan hukum terkait dengan kepemilikan saham p#gyetoran modal baik
dalam bentuk akta bukan otentik ataupun akta dtevdjib dicantumkan dalam akta
pendirian Perseroan Terbatas .

Jika dalam perbuatan hukum tersebut dituangkanndalkta yang bukan
otentik, maka akta tersebut harus dilekatkan p&tka gendirian (Pasal 12 ayat (2)
UUPT) dan jika dalam perbuatan hukum tersebut dgkan dalam akta otentik
maka dicantumkan dalam akta pendirian Perseroabafiga dengan menyebutkan
nomor, tanggal, nama serta tempat kedudukan Nogarig membuat akta otentik
tersebut (Pasal 12 ayat (3) UUPT).

Jadi segala perbuatan hukum yang terjadi sebelumsef®an Terbatas
berbadan hukum harus dituangkan dalam akta pendiehingga perbuatan hukum
tersebut menjadi jelas siapa yang melakukan pebultikum, kapan perbuatan
hukum tersebut dilakukan dan perbuatan hukum apg telah dilakukan. Hal ini
menjadikan suatu tindakan preventif apabila terjaalihal yang tidak diinginkan
akan menjadi jelas siapa yang bertanggung jawabpatduatan hukum tersebut.

b. Perbuatan hukum oleh calon pendiri untuk kepentirRgrseroan Terbatas

UUPT memungkinkan bagi calon pendiri untuk melakukarbuatan hukum
ataupun perikatan dengan pihak ke tiga untuk kepgant Perseroan Terbatas yang
nantinya akan mengikat Perseroan Terbatas teraplbila sudah berbadan hukum.
Misalnya pendiri meminjam sejumlah uang untuk memyetempat bagi
kantor/tempat kedudukan Perseroan Terbatas yamgnbeérbadan hukum, karena
untuk kepentingan Perseroan Terbatas maka utasgbtér bukan utang pribadi
pendiri melainkan utang Perseroan Terbatas.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendituk kepentingan
Perseroan Terbatas yang belum disahkan hanya ditégdaitkan oleh semua anggota
direksi bersama semua pendiri, anggota dewan kosiigarseroan, dan perbuatan
hukum yang mereka lakukan akan mempunyai menjadgtang jawab pribadi yang

melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya mietgjaggung renteng dan tidak
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mengikat perseroan (Pasal 14 ayat (1) UUPT). Keamdbila perbuatan hukum
tersebut secara tegas dinyatakan secara tegas BAJ@8 pertama kali yang harus
diselenggarakan 60 hari setelah status perseroampemeleh status badan hukum
(Pasal 14 ayat (4) UUPT).

Didalam RUPS pertama kali tersebut sah apabila Rit#rSebut dihadiri
(dihadiri sendiri atau diwakili dengan surat kuaséh seluruh pemegang saham
yang mewakili semua saham dengan hak suara datuksepudisetujui dengan suara
bulat, maka perbuatan hukum yang dilakukan seb&arseroan Terbatas disahkan
akan beralih menjadi tanggung jawab perseroanasefgbrseroan menjadi badan
hukum.

Pada saat perseroan tersebut disahkan, maka statherubah menjadi badan
hukum. Walaupun perseroan telah sah dalam perjalgaamemungkinkan Perseroan
tersebut menjadi bubar. Dalam UUPT disebutkan Bedzer hal yang dapat
menyebabkan Perseroan Terbatas menjadi bubar, yaitu
1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (9) UUPMg yaenyebutkan bahwa :

“Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menterigagbwmna dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Mentem@adéimbat 60 (enampuluh) hari
terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatanghlengkapi keterang mengenai
dokumen pendukung, dan; dalam hal permohonan umteperoleh Keputusan
Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaesmdimaksud pada ayat (1),
akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangiktu tersebut dan Perseroan
yang belum memperoleh status badan hukum bubarn&ardeukum dan
pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Jika akta pendirian dari Perseroan Terbatas belajukéin permohonan pengesahan
ke Menteri sejak dalam jangka waktu 60 hari sejakridannya, maka Perseroan
Terbatas tersebut bubar demi hukum. Tidak perlu qdgatan dari pihak ke tiga
ataupun putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pieter Latumetepebelapat : “... sanksi yang
dikenakan oleh UUPT terhadap akta pendirian PTatlh akta pendirian dan
perubahannya, jika telah melampaui jangka waktmpbonan adalah batal dan PT
menjadi bubar demi hukum, sehingga dengan demialabat hukumnya dengan

lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karenseigala sesuatu yang tidak ada,
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tidak dapat ditegaskan kembali tapi harus dibuagde akta pendirian yang baru.
Batalnya akta pendirian PT bukan disebabkan kaadlaaya cacat yuridis terhadap
aktanya melainkan adanya pelanggaran terhadap batddu permohonan
pengesahan PT yang diatur dalam UUPT tanpa adaegygepahan Perseroan
Terbatas sebagai Badan Hukum, Kebatalan akta pemdRT dengan lewatnya
jangka waktu permohonan merupakaax Specialiglari sebab-sebab kebatalan yang
diatur dalam KUHPerdat&.”

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPTg yenyebutkan bahwa: “Setelah

Perseroan memperoleh status badan hukum dan pegnegfaeim kurang dari 2 (dua)
orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) roué&hitung sejak keadaan
tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajipatitdcan sebagian sahamnya
kepada orang lain dan; dalam jangka waktu sebagaindimaksud pada ayat 5
(lima) telah dilampaui, pemegang saham tetap kudamg2 (dua) orang, pemegang
saham bertanggung jawab secara pribadi atas sqmmlkatan dan kerugian
perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkegemt Pengadilan Negeri
dapat membubarkan perseroan tersebut.
Syarat berdirinya suatu Perseroan Terbatas adal@mum dua orang pemegang
saham, apabila setelah Perseroan Terbatas menipestdéus badan hukum,
kemudian pemegang sahamnya berkurang menjadi datusetelah 6 bulan tidak
menambah jumlah pemegang saham yang baru, maka patasintaan yang
berkepentingan Perseroan Terbatas tersebut dapabadkan melalui Pengadilan
Negeri.

3. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UURMg ymenyebutkan bahw a:
“Perseroan yang telah memperoleh status badan hubemdasarkan Peraturan
Perundang-Undang-an dalam jangka 1(satu) tahulalsdierlaku, wajib disesuaikan
dengan Undang-undang ini dan; Perseroan yang trdekyesuaikan anggaran
dasarnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada(@yalapat dibubarkan
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas perawohkejaksaan atau pihak yang

berkepentingan.

5 Pieter Latumeten, DKebatalan dan Degreadsi Kekuatan Bukti Akta NaarSerta Model
Aktanyd, Makalah, disampaikan pad@nggres XX Ikatan Notaris Indones8 Januari 2009, h. 11
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Perseroan Terbatas yang sudah berbadan hukummsebelBT diberlakukan, tetapi
tidak melakukan penyesuaian. Ada sanksi bagi ReEseferbatas yang jika tidak
melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroaatésyisejak satu tahun setelah
UUPT diberlakukan, maka Perseroan Terbatas terselapat digugat atas
permintaan kejaksaan atau pihak yang berkepentingdnk dibubarkan melalui
Pengadilan Negeri.

4. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UUPT, pembubaraefan Terbatas dapat terjadi
karena:

a. berdasarkan keputusan RUPS

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan mdaknggaran dasar telah
berakhir

c. berdasarkan penetapan pengadilan

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusamgapédan niaga yang
mempunyai hukum tetap, harta pailit Perseroan tidakup untuk membayar
biaya kepailitan.

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatgialit berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undasggaig Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehinggaajbkan Perseroan
melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan ParaerUndang-Undangan.
Dalam UUPT dikenal dengan adanya istilah bubar da@subarkan. Pada

hakekatnya bubar adalah bubar demi hukum dimarék perlu adanya gugatan dari
pihak ke tiga ataupun putusan pengadilan dikarendkanggap tidak pernah ada, hal
ini berlaku untuk Pasal 10 ayat (1) dan (9) kardwme#erlambatan mendaftarkan
Perseroan Terbatas. Terdapat juga istilah dibubankeksudnya adalah dimohonkan
untuk dibubarkan baik dari pihak yang berkepentindan kejaksaan yang diatur pada
Pasal 146 ayat (1) UUPT.
Menurut Pasal 146 ayat (1) UUPT, Pengadilan Nedapat membubarkan

Perseroan atas:
a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseedamggar kepentingan umum

atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggastuRan Perundang-

Undangan;
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b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkaaratacat hukum dalam akta
pendirian

c. Permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan d&usniserdasarkan alasan
perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Berbeda dengan pada saat Perseroan Terbatas sustadlapat pengesahan
menjadi badan hukum kemudian SKPT nya dicabut lkarsnatu hal. Hal ini
dimungkinkan dikarenakan dalam Pasal 16 Permenkom2014, menyebutkan :
"Dalam hal Format Pendirian Perseroan Terbatag gdangkapi dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesumgjamlieketentuan peraturan
perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebubulita

Permenkumham 4/2014, mengatur tentang tata cargajem permohonan
pengesahan Badan Hukum dan perse-tujuan perubahggaran Dasar serta
penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dsgrerubahan data Perseroan
Terbatas, ada beberapa Pasal yang harus cermumiggeidapat menyebabkan SKPT
tersebut dicabut yaitu Pasal 5 dan Pasal 11 PR4B/2

Akibat yang timbul SKPT dicabut adalah yang senthdebadan hukum menjadi
tidak berbadan hukum. Pasal 7 ayat (4) UUPT mernjahubahwa Perseroan
memperoleh status badan hukum pada saat tanggdbitknnya Keputusan Menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Ren Wasal 7 tersebut dapat di
terjemahkan bahwa suatu perseroan menjadi badanmhdtila sudah memperoleh
SKPT dan ketika SKPT tersebut dicabut karena seshal, hal ini menyebabkan
Perseroan Terbatas kembali menjadi tidak berbaddwmnh. Perbuatan hukum yang
telah dilakukan sama seperti perbuatan hukum sebederseroan masih belum
memperoleh status badan hukum. Oleh sebab itu Wajjp Perseroan Terbatas untuk
mengajukan pembubaran perseroan dikarenakan Pamsémrbatas tersebut menjadi
tidak berbadan hukum.

Dari apa yang telah disebutkan di atas maka set8lahPendirian Perseroan
Terbatas dicabut maka tanggung jawab Perseroamafésritersebut beralih menjadi
tanggung renteng. Dicabutnya SKPT menjadikan PaaiseTerbatas menjadi tidak
berbadan hukum, secara otomatis akan berlaku Rdsayat (2) UUPT yaitu segala
perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untagektingan Perseroan Terbatas

yang belum disahkan akan mempunyai menjadi tangguawegpb pribadi yang
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melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya mietgaggung renteng. Tetapi ada
kondisi situasional yang harus dipertimbangkan aéridengan siapa yang turut
bertanggung jawab, andaikata perbuatan hukum tgrseljadi setelah pergantian
pemegang saham, Direksi , atau Dewan Komisaris

Direksi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 5, adalghrmoyang bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingantwjuan perseroan serta
mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar peiign. Apabila Direksi
melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankgastiyya sehingga menimbulkan
kerugian (termasuk yang menyebabkan SKPT dicabwkamdia dapat dimintai
pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Habtgrdapat diketahui dalam Pasal
97 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anggotk®) bertanggungjawab penuh
secara pribadi atas kerugian perseroan apabila gargangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan smbagadimaksud pada Pasal (2).
Menurut Pasal 97 ayat (6) Direksi atas kesalaharatga kelalaian menyebabkan
kerugian pada perseroan bahkan dapat digugat djadgan Negeri oleh pemegang
saham yang paling sedikit 1/10 (satu persepulalgjam dari seluruh saham dengan
suara sah.

Selain Pasal 97 ayat (3), disebut-kan Pasal 104 @yamenyebutkan bahwa
“dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada(ay#erjadi karena kesalahan atau
kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untmembayar seluruh kewajiban
perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap angDokksi secara tanggungrenteng
bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tiel&knasi dari harta pailit tersebut”.

Dewan Komisaris menurut Pasal 114 bertugas mesgjdbijaksanaan Direksi
dalam menjalankan perseroan serta memberikaanah&spada Direksi. Dalam Pasal
117 ayat (1) juga memberikan wewenang kepada Det@nisaris memberikan
persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam midakiindakan hukum tertentu.

Pengertian persetujuan dalam tindakan hukum tertewlalah memberikan
persetujuan secara tertulis Dewan Komisaris kefdaieksi, sedangkan pengertian
bantuan adalah tindakan Dewan Komisaris mendammgiksi dalam melakukan
tindakan hukum tertentu, misalnya penandatangakta dimana ada aset perseroan
yang dijaminkan dan ditentukan dalam Anggaran DBsaaksi dan Dewan Komisaris

turut hadir bersama-sama untuk melakukan kegiatdurh tersebut. Secara implisit,
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tanggung jawab Dewan Komisaris ikut serta turutaseygungjawab renteng apabila
perseroan mengalami kerugian diakibatkan kelaldelam pengawasan kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan perseroan.

Setelah Perseroan Terbatas berstatus badan huésuai slengan Pasal 3 ayat (1),
pemegang saham tidak bertanggungjawab secara ipaitaadperikatan yang dibuat atas
nama perseroan dan tidak tidak bertanggungjawab keraugian perseroan melebihi
nilai saham yang telah diambilnya dalam persereessebut. Kecuali apabila pemegang
saham tersebut termasuk sebagai pendiri pertamadé&dl perseroan. Dimana dia
berperan sebagai pendiri pertama kali secara tldagsung dia ikut melakukan
perbuatan hukum sebelum Perseroan Terbatas berba#am dan setelah Perseroan
Terbatas telah mendapat SKPT sehingga berbadamhu@@suai dengan Pasal 3 ayat
(2) huruf (a) yang menyebutkan : “Ketentuan sebagaa dimaksud ayat (1) tidak
berlaku, apabila: (a) Persyaratan Perseroan sebagan hukum belum atau tidak
terpenuhi”.

Dengan demikian maka dengan dicabutnya SKPT mémaad?erseroan Terbatas
menjadi tidak berbadan hukum, secara otomatis akaaku Pasal 14 ayat (2) UUPT
yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan oleldipeuntuk kepentingan Perseroan
Terbatas yang belum disahkan akan mempunyai metgaggung jawab pribadi yang
melakukan perbuatan hukum tersebut akibatnya mietajagigung renteng.

Kedudukan Hukum Kreditur Atas Hutang Perseroan Terbatas Setelah Surat
Keputusan Pengesahan Pendiriannya dicabut

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian obligataang selalu dilengkapi dengan
perjanjian jaminan (misalnya: hak tanggungan, gafidiisia dan lain-lain), dimana
yang ikut menandatangani perjanjian adalah pitekselaku kreditur dan direksi
mewakili Perseroan Terbatas selaku debitur. Sebaggan perseroan, Direksi
melakukan pengurusan atas kegiatan perseroan Wepkntingan perseroan dan
mencapai tujuan perseroan serta mewakili persestalam segala tindakanannya, baik
didalam maupun diluar pengadilan. Dalam melaksamakgpengurusan perseroan
tersebut, Direksi tidak hanya bertanggungjawabatdap perseroan dan para pemegang
saham, namun juga terhadap pihak ketiga yang merhilbungan hukum dan terkait

dengan perseroan, baik langsung maupun tidak laggsengan perseroan.
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J. Satrio menyimpulkan asas-asas hubungan ekstituc sebagai berikut :

a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasansddiap bagian dari harta kekayaan
debitur.

b. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual gehanasan tagihan kreditur.

c. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan hbadada debitur saja, tidak dengan
“persoon debitut®

Asas schuld dan haftung bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap
hutangnya, jadi debitor menyediakan seluruh kekaygea baik benda bergerak ataupun
benda tidak bergerak untuk dijaminkan guna melummagang-hutangnya terhadap
kreditur.

Pada saat perjanjian kredit ditandatangani olebK3irdengan persetujuan Dewan
Komisaris atau dengan persetujuan RUPS pemegangmsatlimana kedudukan
Perseroan Terbatas semula berbadan hukum, kemiedjadi peristiwva dimana SKPT
dicabut maka terdapat akibat hukum yang ditimbulk&kibat yang timbul SKPT
dicabut adalah yang semula berbadan hukum mengak berbadan hukum. Timbul
pertanyaan siapakah yang bertanggungjawab atag didoitur?

Bila dianalasis lebih lanjut, maka perbuatan hukgang telah dilakukan oleh
Perseroan Terbatas yang berbadan hukum akan kesdgmrti semula yaitu sama
seperti perbuatan hukum sebelum perseroan masimbelemperoleh status badan
hukum dalam hal ini tanggungjawabnya menjadi tanggawab renteng. hal ini diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPT yang mengabubahwa : “Perbuatan hukum
atas nama Perseroan yang belum memperoleh stata daukum, hanya boleh
dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sagnaua pendiri serta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka sémdanggungjawab secara
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut didam hal perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertdg nama Perseroan yang belum
memperoleh badan hukum, perbuatan hukum terselmjadiganggung jawab pendiri
yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.”

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata bahwa padaipoya semua
kebendaan (asset/aktiva) milik korporasi sebaghitale, baik berupa benda bergerak

6 J. SatrioHukum Jaminan , Hak-hak Jaminan Kebenda@itra Aditya Bakti, Bandung ,1993,
hl. 5
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maupun tidak bergerak , baik yang (sudah) ada nmypang akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatam yhinuatnyd. Kebendaan tersebut
menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kredivnk(ken unsecure creditor). Hasil
penjualan kebendaan debitor Menurut keseimbangakni yMenurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara paeditur terdapat alasan untuk
didahulukan berdasarkan hak istimevpaivilege).® Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjua&ayaan milik debitur.

Saat pembubaran PT dilakukan maka PT wajib  melakuka
pemberesanpemberesan terutama yang berkaitan deifgdnke tiga, salah satunya
dengan kreditur. Perseroan Terbatas selaku dehilakukan perbuatan hukum dalam
bentuk pinjaman dengan jaminan-jaminan berupa: Haidggungan, fidusia, gadai,
hipotek atau resi gudang kepada pihak kreditur,arfaktang terhadap kreditur akan
tetap ada. Dan kreditur tetap memiliki hak atasabgrjaminan untuk melakukan
eksekusi dalam upaya pelunasan hutang.

Menurut J. Satrio, apabila muncul permasalahark&dtekayaan Perseroan yang
dijaminkan tidak mencukupi dari jumlah pinjaman gdrarus dilunasi maka kreditur
(perikatan) yang hak-haknya diakui oleh hukum blervauk meminta bantuan hukum,
dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban presta@sidengan baik dan secara
sukarela. Kreditur dapat mengganti tuntutan “pmestdebitur: menjadi tuntutan
penggantian sejumlah uang ongkos, ganti kerugianbdaga (singkatnya ganti rugi),
sehingga dalam hal tuntutan itu dikabulkan, kreditkan mendapatkan sejumlah uang
yang equivalent dengan kewajiban prestasi debitur.”

Dengan demikian maka kreditur masih tetap berhak seluruh pelunasan dari
prestasi debitur yang pernah ada. Pada saat SKPd@asebagai debitur telah dicabut
sehingga menjadi tidak berbadan hukum maka PTrgggteng jawab atas pemenuhan
prestasi tersebut secara tanggung renteng sampgamseluruh kekayaan pribadi baik
yang sudah ada maupun akan ada.

PENUTUP

7 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, Bah&jar, Fakultas Hukum, Universitas
Yos Sudarso Surabaya, 2017, h. 6

8 Adrian SutediBuku Pintar Hukum Perseroan TerbataBAS, Jakarta, 2015, h. 32

9 J. SatrioHukum PerikatapAlumni Bandung, 1993, h. 20
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Kesmpulan

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan tEerbsang sebelum
mendapat Surat Keputusan Pendirian Perseroan &srhkan tetap sah tetapi menjadi
tanggung jawab pribadi yang melakukan perbuatamuinutersebut akibatnya menjadi
tanggung renteng. Demikian pula pada saat SK Handierseroan Terbatas tersebut
dicabut maka kedudukan dari Perseroan Terbatasbtdrsama dengan saat sebelum
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum vyatandming jawab secara
tanggung renteng.

Kedudukan hukum kreditur atas debitur Perseroahalas yang SK Pendiriannya
telah dicabut adalah masih tetap berhak atas $epelunasan dari prestasi debitur yang
pernah ada. Pada saat SK dari PT telah dicabutgghimenjadi tidak berbadan hukum
maka PT bertanggung jawab atas pemenuhan prestssbtit secara tanggung renteng
sampai dengan seluruh kekayaan pribadi pendiri&® yang sudah ada maupun akan

ada.

Saran

Untuk menghindari adanya pencabutan Surat Keputtfsndirian Perseroan
Terbatas diharapkan dari Menteri Hukum dan Hanptetalakukan verifikasi dahulu
sebelum SKPT dicetak sehingga tidak ada pihak y&ag dirugikan dikemudian hari.
Selain itu membenahi Sistem Administrasi Badan HukBABH) sehingga dapat lebih
mudah dan efisien tanpa mengurangi esensi dariukepérlindungan hukum dan
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha datariSsloyang memberikan

pelayanan.
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TIDAK BERGERAK
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ABSTRACT

The auction is a public sale conducted formally before the auction official and
the transfer of the object of auction ownership rights stated in the minutes is the minutes
of an auction. the tender process which has been carried out can have legal
consequences that transition of the right of auction object from the seller to the winning
bidder. In the transition of the right of auction object may arise problem that is the
winning bidder can not have the object of the auction and cancell the auction through
Court Decision.

Keywords: Rule of Law, Legal Protection, the Auction Winner

ABSTRAK

Lelang adalah penjualan di muka umum yang dilakwdecara resmi di depan
pejabat lelang dan pengalihan objek hak kepemililkdang yang dinyatakan dalam
notulen adalah notulen lelang. Proses lelang yatah tdilakukan dapat memiliki
konsekuensi hukum vyaitu peralihan hak objek leldag penjual kepada pemenang
lelang. Dalam transisi hak objek lelang dapat tinasalah yaitu pemenang lelang
tidak dapat memiliki objek lelang dan adanya pewbat lelang melalui Keputusan
Pengadilan.

Kata kunci: Peraturan, Perlindungan Hukum, Pemehatang

PENDAHULUAN

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang tenknasl beli baik dalanCivil
Law maupun dalamCommon Law. Di Indonesia lelang mulai dikenal sejak 1908
dengan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangam dalam Vendu Reglement
(Stbl. Tahun 1908 No. 189 diubah dengan Stbl. 1840 56). Pengertian lelang
menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuaidamor 106/PMK.06/2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuangamoN93/PMK/06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebunétd&eu Pelaksanaan Lelang),
adalah penjualan barang yang terbuka untuk umungatepenawaran harga secara
tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat at@aurun untuk mencapai harga
tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman LelBegalihan hak kepemilikan objek
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lelang melalui lelang merupakan perbuatan hukung gl sepanjang memenuhi syarat
yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundanguhgyzoh.

Dalam pelaksanaan lelang yang memimpin adalah isgétejabat Lelang. Lelang
harus dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang. Kesegpaharga dalam lelang baru
terbentuk pada saat pejabat lelang untuk kepemtipgajual menunjuk penawar yang
tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pemleting. Jadi jual beli dalam lelang
tidak murni antara penjual dan pembeli, namun fatantervensi pejabat lelang.
Dalam lelang, Pejabat Lelang tidak hanya menyaksikalang tetapi justru
menyelenggarakan penjualan itu sendiri dan juga boaimakta otentik. Risalah Lelang
yang merupakan produk hukum Pejabat Lelang statusayna dengan akta otentik
karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu aktaikoseperti yang diatur dalam
Pasal 1868urgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW).

Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan ledaiadah sah jika dibuktikan
dengan kutipan risalah lelang yang dibuat olehli2¢jaelang. Risalah lelang adalah
berita acara yang merupakan dokumen resmi damrjgé penjualan dimuka umum
atau lelang yang disusun secara teratur dan digggtengjawabkan oleh Pejabat Lelang
dan para pihak (penjualan dan pembelian) sehingtgkganaan lelang yang disebut
didalamnya mengikdtKlausul Risalah Lelang ditetapkan sepihak olehtiahelang,
yang mempunyaibargaining position yang lebih kuat dan pembeli lelang tidak
mempunyai kemungkinan untuk mengubah klausul Risaklang, sehingga Risalah
Lelang merupakan perjanjian baku atau standar &on8eluruh klausul Risalah Lelang
berasal dari Kantor Lelang. Berita acara lelang upakan landasan otentifikasi
penjualan lelang, berita acara lelang mencatat|aegeristiva yang terjadi pada
penjualan lelang.Dalam Risalah Lelang tersebut akan disebutkanastppmenang”
lelang. Pembeli yang sudah menjadi pemenang lelarsgbut berdasarkan Risalah
Lelang dapat memiliki barang yang dimenangkannssetrit.

Meskipun peralihan hak objek tanggungan telah kesdaakan melalui proses

lelang yang sah dan dibuktikan dengan risalah delaamun masih banyak terjadi

! Hatta Isnaini Wahyu Utomaylemahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019, h. 172

2 M. Yahya Harahap,Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar
Grafika,Jakarta,2007, h. 187.
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permasalahan yang berkaitan dengan objek lelasgltet, seperti objek lelang tidak

dapat dikuasai oleh pemenang lelang berdasarkarnusgm Pengadilan.

RUMUSAN MASALAH

a) Kepastian hukum terhadap hak sempurna yang dinoildti pemenang lelang.

b) Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yaadph lelangnya dibatalkan
oleh putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian yuridis
normatif yang menekankan pada norma-norma hukungatemenganalisa peraturan
perundang-undangan terkait.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua meteehdekatan masalah yaitu:
a) Satute Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah semua pergiarandang-
undangan yang bersangkut paut dengan permasalafianhifkum) yang sedang
dihadapi; b)Conseptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang ldinsldmu hukum

PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Terhadap Hak Sempurna Yang Dimiliki Oleh Pemenang
Lelang

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa fatictio” yang artinya
peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesiagedecara resmi dikenal sejak hal
itu diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan kslanyang merupakan peraturan
peninggalan Belanda. Peraturan tersebut masihkibedampai saat ini, yaitiendu
Reglement, Stbl 1908 No. 189 daWendu Instructie, Stbl 1908 No. 190. Oleh karena
lelang merupakan cara penjualan yang berbeda daai penjualan pada umumnya,
maka prosedur lelang ini diatur dalam PeraturanriEmg-Undangan yang khusiex(

spesialis).®

3 Ngadijarno, Fx, dan Laksito, Nunung Eko dkk. Tarffmhun.Lelang Teori dan Praktik. Text
Book Lelang BPPK. Jakarta dalam Yordan Demesky, “Pelaksanaan Phietekusi Hak Tanggungan
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Pengertian lelang menurvendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 nomor 189 diubah
dengan Stbl.1940 nomor 56) yaitu, yang dimaksudjdermpenjualan umunogenbare
verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-baramg giéakukan kepada
umum dengan penawaran harga yang meningkat ataurameatau dengan pemasukan
harga dalam sampul tertutup, atau kepada orangyof@amg diundang atau sebelumnya
diberitahu mengenai pelelangan atau penjualarattw diizinkan ikut serta, dan diberi
kesempatan untuk menawar harga, menyetujui hangg gdawarkan atau memasukan
harga dalam sampul tertutup.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMROIB tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nom&M\#/06/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, menjelaskan bahwa lelang agelgbalan barang yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertalifatdu lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertiygng didahului dengan
pengumuman lelang.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lebrektorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariaddeal Departemen Keuangan,
pengertian lelang adalah cara penjualan barang Vemgka untuk umum dengan
penawaran secara kompetisi yang didahului dengagupeuman lelang dan atau upaya
mengumpulkan peminat, dan unsurunsur yang terkandlalam pengertian lelang
adalah #

a. Cara penjualan barang;

b. Terbuka untuk umum;

c. Penawaran dilakukan secara kompetisi;

d. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpmuekanat;
e. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur.

Bachtiar Sibarani menyatakan dalam Jurnal Keadilanwa Penjualan Lelang
pada hakekatnya adalah penjualan barang kepadg bamyak atau dimuka umum
melaui mekanisme lelang, pada dasarnya menghagajualan dengan harga tinggi

dan wajar, oleh karena itu penggunaan mekanisnamdesebagaimana mekanisme

Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit BermasalahPID Bank Permata TBK”, Tesis, Universitas
Indonesia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, Juli 201

4Purnama T. SianturPerlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak
Melalui Lelang, Cetakan ke 2Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 53
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pasar telah direstui dan diwajibkan oleh Perat®amndang-Undangan yang berlaku di
Indonesiz.

Pengertian lelang menurut pendapat Roell sebagaindéwutip oleh Rochmat
Soemitro, Kepala Inspeksi Lelang Jakarta tahun 188®va : “Penjualan umum adalah
suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saatanseseorang hendak menjual
sesuatu atau lebih dari suatu barang, baik secdradp maupun dengan perantaraan
kuasanya, memberikan kesempatan kepada orang-oyang hadir melakukan
penawaran untuk membeli barangbarang yang ditawas&mpai kepada saat dimana
kesempatan lenya.”

Purnama T. Sianturi dalam tulisannya menyimpulkahwa pengertian lelang
adalah penjualan barang dimuka umum yang didalddngan upaya pengumpulan
peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh atan dihadapan pejabat lelang
dengan pencapaian harga yang optimal melalui canawparan lisan naik-naik atau
turun-turun dan tertulis.

Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur kerfku
a. Penjualan barang dimuka umum;

b. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat mgh&ngumuman;

c. Dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang;

d. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan néikatau turun-turun dan atau
tertulis.

Lelang merupakan perjanjian yang termasuk kedalanajman jual beli.
Perjanjian jual beli diatur didalam BW pada bukuténtang Perikatan dalam Pasal
1457 sampai dengan Pasal 1540. Jual beli menasdal R457 BW ada-lah suatu
persetujuan dengan mana pi-hak satu mengikatkamyaiuntuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga tgdalg dijanjikan. Dari pengertian
yang diberikan pasal 1457 BW diatas, persetujuahjeli sekaligus membebankan dua
kewajiban yaitu ?

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yangbkepada pembeli.

5 Bachtiar Sibarani, “Masalah Hukum Privatisasi Ibgfj Jurnal Keadilan, Vol.4 No.1, 2006,
h.18.

6 Rochmat Soemitrd?eraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 2007, h.106

7 Purnama T. Sianturgp.cit, h. 54

8 bid.

9 M. Yahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 181
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2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang d#mg)i kepada penjual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual bellabdpersetujuan saling
mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyeaahbarang dan pembeli sebagai
pihak yang membayar harga barang yang dijfdal.

Di dalam perjanjian jual beli, janji penjual mengkekan atau memindahkan hak
miliknya atas benda yang ditawarkan, sedangkam pe@mbeli yaitu membayar harga
yang telah disetujuinya. Penjual harus menyeratkegpada pembeli hak milik atas
barang-nya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas godsain melainkan penyerahan
secara yuridis. Di dalam perjanjian itu pihak pahjoerkewajiban untuk menyerahkan
objek jual beli kepada pembeli dan berhak meneharga dan pembeli berkewajiban
untuk membayar harga dan menerima objek tersebogurlnsur yang tercantum
dalam definisi tersebut adalah :

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembelngbi@rang dan harga;
c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara piterkymal dan pembelt!

Subekti mengemukakan bahwa, yang menjadi unsurkpgd&mam perjanjian jual
beli adalah barang dan harga, dimana antara petgngbembeli harus ada kata sepakat
tentang harga dan benda yang menjadi objek jual eatu perjanjian jual beli yang
sah lahir apabila kedua belah pihak telah setupiate®y harga dan barang. Sifat
konsensual dari perjanjian jual beli tersebut disdgn dalam Pasal 1458 BW yang
berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antkealua belah pihak seketika setelah
mereka mencapai kata sepakat tentang barang dga, maeskipun barang ini belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah userenda bergerak dan
benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, bearktiran dan timbangannya.
Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperli&tn adalah'3
a. Benda atau barang orang lain;

b. Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undaperti obat terlarang;

0 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengenmb&@ajesaKamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000 , h. 366.

11 salim H.S Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,
h. 49

12 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 2

13 salim H.Sop.cit, h. 51

133



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

c. Bertentangan dengan ketertiban;
d. Kesusilaan yang baik.

Pasal 1457 BW memakai istilahak untuk menentukan apa yang dapat menjadi
objek jual beli. Menurut Pasal 499 BW, zaak addiap-tiap barang atau tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebutatiebahwa yang dapat dijual dan
dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkpma suatu hak atas suatu barang
yang bukan hak milik.

Peralihan hak terhadap benda tak bergerak melainbadga lelang dilakukan
dengan jual beli secara resmi di hadapan pejatmigePenjualan lelang tidak secara
khusus diatur dalam BW tetapi termasuk perjanjiaméma di luar BW. Penjualan
Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan BW menggeiaé beli yang diatur dalam
BW Buku Ill tentang Perikatan. Pasal 1319 BW begthusemua perjanjian baik yang
mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenafjade suatu nama tertentu,
tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 BW membedaiganjian atas perjanjian
bernama rfominaat) dan perjanjian tidak bernamanrfominaat). Pasal 1457 BW,
merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan,atentana pihak satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan gdiakuntuk membayar harga
yang dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah sup@rjanjian yang dibuat antara pihak
penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihp&njual berkewajiban untuk
menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dandkerhenerima harga dan pembeli
berkewajiban untuk membayar harga dan berhak mmeaedbjek tersebut. Lelang
mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam dgfmaisbeli adanya subjek hukum,
yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan amanjual dan pembeli tentang
barang dan harga; adanya hak dan kewajiban yargultiantara pihak penjual dan
pembeli. Esensi dari lelang dan jual beli adalahypeahan barang dan pembayaran
harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan kiastik sendiri, dengan adanya
pengaturan khusus dalawendu Reglement, namun dasar penjualan lelang sebagian
masih mengacu pada ketentuan BW mengenai jualdatlingga penjualan lelang tidak
boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umwgrteraiapat dalam hukum perdata,
seperti ditegaskan dalam Pasal 1319 BW.

Lelang adalah sebagai suatu perjanjian jual belkkanketentuan jual beli

sebagaimana diatur oleh BW juga berlaku dalam deldelang mengandung unsur-
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unsur yang tercantum dalam definisi jual beli adasybjek hukum, yaitu penjual dan
pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dangtietebtang barang dan harga,
adanya hak dan kewajiban yang timbul antara piteakual dan pembeli. Esensi dari
lelang dan jual beli adalah penyerahan barang @ambpyaran harga. Lelang adalah
perjanjian jual beli, hubungan hukum yang terdafpdelang adalah hubungan hukum
jual beli antara penjual lelang dengan pembeliniglalengan perantaraan Pejabat
Lelang®*

Penjualan lelang memiliki identitas dan karaktécistendiri, dengan adanya
pengaturan khusus dalaviendu Reglement, yaitu lelang harus memenuhi unsur unsur
berikut:

a. penjualan barang dimuka umum;

b. didahului dengan upaya pengumpulan peminat mgeluigumuman lelang;

c. dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang;

d. harga terbentuk dengan cara penawaran lisan ndikatau turun-turun dan atau
tertulis.

Dengan demikian yang membedakan lelang dari julalimdividual adalah cara
melakukan penjualan harus dilakukan dengan camaulia umum, dihadapan Pejabat
Lelang, dengan pengumpulan peminat sebelumnya danya pembentukan harga
naik-naik atau turun-turun untuk mencapai harga.

Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan spatjanjian konsensuil artinya
lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjiarg y@ahmengikat atau mempunyai
kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakataamanjual dan pembeli lelang
mengenai unsur-unsur yang pokassénsialia) yaitu barang dan harga lelang, yang
terjadi pada saat Pejabat Lelang untuk kepentinmamual menunjuk penawar yang
tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pemledding. Sifat konsensualisme jual
beli ditegaskan dalam Pasal 1458 BW yang berbupl ‘beli dianggap telah terjadi
antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah rpansapakat tentang barang dan
harga, meskipun barang itu belum diserahkan mabprtganya belum dibayar”.

Perjanjian lelang itu hanyabligatoir saja, artinya lelang belum memindahkan hak

milik, lelang baru meletakkan hak dan meletakkawdjgan pada kedua belah pihak,

14 Bachtiar SibaraniQp.Cit., h. 18.

135



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menutisgrahkannya hak milik atas
barang yang dijual.

Pada saat Proses lelang telah dilakukan sesuaadgrgsedur dan syarat yang
benar, maka kepada pemenang lelang yaitu penawangte, akan diberikan risalah
lelang, yang disebut juga Berita Acara Lelang. tBeAcara adalah risalah mengenai
suatu peristiwa resmi dan kedinasan, disusun setaedur, dimaksudkan untuk
mempunyai kekuatan bukti tertulis bilamana dipeslulsewaktu-waktu. Risalah adalah
laporan mengenai jalannya sesuatu pertemuan yasgsuh secara teratur dan
dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, sehinggagikat sebagai dokumen
resmi dari kejadian/peristiwa yang disebut didalgann

Undang-undang telah menjamin kepastian hukum begbeli lelang yang secara
jelas dinyatakan dalardendu Reglement, HIR, serta PMK Nomor 106/PMK.06/2013
Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/ 20X0RIsIK Nomor 93/PMK.06/
2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LeMaglu Reglement merupakan peraturan
yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelgragg telah berlaku sejak 1 April
1908. Secara umuiMendu Reglement hanya mengatur tentang penyelenggaraan lelang,
juru lelang atau saat ini disebut sebagai pejablaing, bagian-bagian serta isi dari
risalah lelang. Dalam Pasal ¥2ndu Reglement, menyatakan bahwa pemenang lelang
berhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagdai jakl beli obyek lelang. Kutipan
risalah lelang mana nantinya akan dipergunakan geebakta jual beli untuk
kepentingan balik nama obyek lelang apabila yanglatig adalah benda tidak
bergerak.

Sejak Pejabat Lelang mengeluarkan Risalah lelang y@enjelaskan pemenuhan
pembelian lelang atas semua syarat-syarat lelangntamberikan surat keterangan
dimaksud kepada pembeli lelang, maka surat ketaraitg sudah cukup sebagai bukti
peralihan dari pemilik semula kepada pembeli leldbgngan dipergunakannya surat
keterangan tersebut, pembeli lelang sudah sepeauhmgnjadi pemilik dan sudah
berhak untuk menguasai dan menikmati barangnyt sejak itu pembeli sudah dapat
meminta penyerahan barang secara fisik maupun rhgnpenyerahan akta-akta yang
bersangkutan dengan barang yang dibelinya atak wiibalik nama. Pemenang lelang
yang sudah memperoleh risalah lelang mempunyai dvaklk mendaftarkan hak

tanahnya pada Kantor Pertanahan dalam rangka balika dari pemilik lama ke
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pemilik baru.Dengan kata lain hakrilik beralih sepenuhnya kepada pemenang lelang
jika setelah pemenang lelang telah memenuhi selsyahat lelang, terutama pelunasan
pembayaran harga, yang dibuktikan dengan “tandanpsin” dan atas pemenuhan
syarat-syarat lelang, Pejabat lelang menerbitkaal&n Lelang yang diberikan kepada
pembeli oleh juru lelang.

Secara hukum pemenang lelang telah mempunyai kapdsitkum atas barang
lelang yang dibelinya, apabila terdapat gugatah plbeak ketiga ke Pengadilan Negeri
atas barang tersebut, sebenarnya tidak mempendegahsahan kepemilikan barang
tersebut karena hal ini didasari suatu pertimbarg@mva dengan dijualnya barang
melalui lelang berarti bahwa Kantor Lelang selalangrima kuasa telah menjamin
bahwa barang yang dilelang adalah telah jelas ahketpemiliknya serta dan telah
memenuhi syarat-syarat pendaftaran lelang sebaleluseb permohonan lelang
dikabulkan oleh pejabat lelang, pejabat lelang bvajemverifikasi dokumen-dokumen
yang diajukan oleh penjual/ pemilik obyek leldigelain jaminan kepastian hukum
yang diberikan kepada pemenang lelang dalam ketergabagaimana tersebut diatas
adapun ketentuan dalam PMK Nomor 93/PMK.06/201fuyRasal 3, yang menyatakan
bahwa : “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai alekgtentuan yang berlaku tidak
dapat dibatalkan.”

Mengacu pada ketentuan tersebut dapat dikatakamabpemenang lelang telah
mendapat kepastian dan perlindungan hukum ataskol®yeng yang telah dibeli
melalui pelaksanaan lelang, yang artinya bahwa lolbgang yang telah ditetapkan
pemenangnya tidak dapat dibatalkan dengan carauapaleh pihak ketiga dengan
ketentuan bahwa pelaksanaan lelang telah dilakaanaesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku, terjaminnya kbabsaatas obyek yang akan
dilelang mengenai kepemilikan serta dokumen-dokunhem telah mendapatkan izin
dari instansi yang berwenang untuk membeli obyé&nfe Bahwa telah dikatakan
sebelumnya, setelah pelaksanaan lelang selesae@dmditetapkan pemenang lelang

maka tugas dari pada pejabat lelang yaitu membsaliah lelang guna menyatakan

5Dalam ketentuan Pasal 12 PMK Nomor 93/PMK.06/20l@wajibkan pejabat lelang untuk
memverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan olehnjymd/ pemilik obyek lelang sebelum
permohonan lelang dikabulkan oleh pejabat lelanguiRien bunyi ketentuan Pasal 12 PMK Nomor
93/PMK.06/2010 menyatakan Kepala KPKNL/Pejabat hglKelas Il tidak boleh menolak permohonan
lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumesygratan lelang sudah lengkap dan telah
memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”
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dalam isi akta risalah lelang mengenai kesepakatdrbeli antara penjual dan pembeli
yang kemudian digunakan sebagai alat bukti kepkamlyang sah dan sempurna atas
obyek lelang.

Sebagai alat bukti yang sempurna maka seyogyanta regalah lelang telah
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungakum kepada pemenang
lelang khususnya terhadap obyek lelang, namun lapatengacu pada isi akta risalah
lelang penulis beranggapan bahwa akta risalahdejamg dikeluarkan oleh pejabat
lelang memberikan peluang kepada penjual maupuradeepihak ketiga untuk
melakukan pembatalan atas obyek lelang yang telkatapkan pemenang-nya. Hal
tersebut dapat dilihat dari klausul dibawah ini Pejabat Lelang/ KPKNL tidak
menanggung atas kebenaran keterangan-keteranggndiyfzarikan secara lisan pada
waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dala&e hukum atas barang yang
di lelang tersebut, seperti jumlah dan jenis danjatk resiko Pembeli.”

“Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telalgetaimui apa yang telah
ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kdasabaik yang terlihat ataupun
yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidakhaleruntuk menolak atau menarik
diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepasegala hal untuk meminta
kerugian atas sesuatu apapun juga.”

Berdasarkan ketentuan dalam akta risalah lelarsgliat pemenang lelang yang
sah mendapat kedudukan hukum yang tidak pastiipakakedudukan akta risalah
lelang adalah akta otentik karena berpeluang teadegi sebagai akta dibawah tangan
maupun batal demi hukum oleh suatu keputusan pdagadelain hal tersebut penulis
juga beranggapan bahwa klausul tersebut hanya umélikdungi pejabat lelang yang
melaksanakan lelang dari segala tuntutan hukuna ggmti kerugian apabila terjadi

tuntutan dikemudian hari.

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Yang Akta Risalah Leangnya
Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan

Dalam hal pelaksanaan lelang, sering terjadi pesmtdratpelaksanaan lelang
maupun akta risalah lelang yang telah menetapkarepangnya dengan dalil perbuatan
melawan hukum. Pembeli lelang sesuai dengan Paraienteri Keuangan Petunjuk

Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Angka 22 bahwa: Peradalah orang atau badan
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hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tgrtohgn disahkan sebagai
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pembeli Idbanglah dapat dinyatakan sebagai
pemenang lelang apabila terjadi peralihan hak mitig&ralihan hak milik tersebut akan
beralih sepenuhnya apabila memenuhi syarat lelaitg gembayaran harga dan pejabat
lelang mengesahkan lelang dengan dikeluarkanngiahidelang.

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang apabitiapat putusan pengadilan
yang membatalkan pelaksanaan lelang yang mengk&ib&erugian terhadap pembeli
lelang tidak mendapatkan perlindungan hukum yarags jelengan dalil perbuatan
melawan hukum. Dalam praktek, putusan hakim mehgatéelang sebagai perbuatan
melawan hukum, membuat lelang sering kali dinyatdbatal demi hukum yang pada
akhirnya mempunyai akibat hukum yaitu barang lelkegbali kepada kondisinya
semula dan putusan dianggap tidak pernah*&Barang lelang akan kembali kepada
keadaannya semula yaitu menjadi barang jaminan sghagai barang milik debitor
atau sebagai barang milik pihak ketiga, sehinggekéikan pembeli lelang berakhir.

Putusan Pengadilan yang menyatakan lelang batal dekum menimbulkan
implikasi terhadap pembeli lelang yaitu pembelatgl menjadi tidak jelas mengenai
perlindungan hukumnya sehingga mengakibatkan adpag#ahan hak-hak pembeli
lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelangmPeli lelang yang seharusnya
memiliki itikad baik dan teorinya harus dilindungileh Undang-Undang pada
prakteknya keadaanya menjadi tidak jelasdan tidkperlindungan kepastian hukum
yang diterimanya. Penyelesaian suatu perkara adéimhterkadang tidak ditemukan
aturan hukumnya dalam hukum positif, karena di datukum tertulis tidak selalu
dapat mengikuti keadaan dalam masyarakat yang keatiaan dalam masyarakat yang
dinamis artinya adanya perubahan dalam masyarakat selalu bergulir dan berubah-
ubah seiring berjalannya waktu, sedangkan peratusgnundang-undangannya
seringkali tidak dapat memberikan jawaban untulaggiermasalahan yang timbul atau
peraturan yang ada tidak lengkap sehingga tidak imsnjamin perlindungan hukum
yang haruslah diterima oleh pihak-pihak yang beykatan.

Apabila Peraturan Perundang-Undangan tidak adaid&ulengkap maka Hakim
harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk meagalkan perkara yang

16 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Perikatan”, Bat§ar Fakultas Hukum Universitas Yos
Sudarso Surabaya, 2018, h. 8
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bersangkutan,dengan kata lain artinya hakim haeupepan aktif dalam menentukan
atau menetapkan walaupun Peraturan Perundang-Usmdamg ada tidak ada, tidak
lengkap atau tidak jelas sehingga dapat memberpentindungan hukum kepada
pembeli lelang yang akta risalah lelangnya dibatalkleh putusan pengadilan yang
disebut sebagai perlindungan hukum représif.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :DII(1996/PN.PP
tanggal 31 Maret 1997 Juncto Putusan PengadilarggriirPadang Nomor
119/PDT/1997/PT/PDG tanggal 25 Februari 1998 jurRtbusan Mahkamah Agung
Nomor : 357/K/Pdt/1999 tanggal 28 Juni 2001 yangnivetalkan pelaksanaan lelang
sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dalantuk kesalahan / kelalaian
institusi / lembaga perpanjangan tangan kredittarddal ini PUPN yang menentukan
urutan barang yang dijual untuk memenuhi utangtdebiDalam putusan tersebut
sekalipun pelaksanaan lelang dibatalkan oleh potpsagadilan tersebut bukan berarti
perlindungan hukum terhadap pembeli lelang bedtikmik diabaikant® Adapun
jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh gaupengadilan tersebut sebagai
upaya perlindungan hukum refresif terhadap pempetig beritikad baik yaitu :
“Pembeli lelang dapat menuntut kembali hak berugagupembelian dan biaya yang
telah dikeluarkan selaku pembeli lelang atas jamjaminan tersebut yang diajukan
tersendiri kepada instansi yang berwenaiig.”

Selain perlindungan hukum yang terdapat dalam puotugrsebut, ada pula
putusan hakim lain yang memberikan perlindungaruhukepada pembeli lelang yaitu
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 42/RPfi02/PN.SBY Tanggal 30 Juli
2002 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Mom&65/Pdt/2003/PT.Shy
tanggal 09 Januari 2003, yang menyatakan :“Pemélkng tidak boleh dirugikan,

17 Perlindungan represif menurut Hadjon adalah upayak mendapatkan perlindungan hukum
yang dilakukan melalui badan peradilan. Philipus Madjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat
Indonesia : Sebuah Sudi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup
Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

18pytusan tersebut diunduh dari situs http://putisahkamahagung.go.id dan bukan merupakan
salinan otentik putusan pengadilan, pada tangdaéd@mber 2018. Pukul 14.00, WIB

19 Dalam YurispudensiMahkamah Agung Tanggal 28 Agudi®i76 No. 821 K/Sip/1974 bahwa
itikadbaik memegang peranan penting dalam jual deti kepastian hukum haruslah diberikan kepada
pembeli yang beritikad baik.Putusan tersebut dibrdhri situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan
bukan merupakan salinan otentik putusan pengadiikeag tanggal 12Desember 2018. Pukul 00.00, WIB

20yang dimaksudkan dengan instansi yang berwenanigladtastansi pemberi izin/ persetujuan
kepada pembeli lelang untuk melakukan pembeliasatatu obyek lelang.

140



:: JURTAMA :: ISSN : 2657-1005

(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

maka bentuk perlindungan yang patut diberikan &dalangembalikan uang pembelian

lelang yang telah dikeluarkan.”

Selain putusan pengadilan yang memberikan perlgauikepada pembeli lelang
atas dibatalkannya risalah lelang, adapun putusargguilan yang telah dijadikan
yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukupa&éa pemberi lelang yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 323/K/Sip/1$68g menyatakan bahwa
suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan katefterundang-Undangan yang
berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yaeritikad baik, maka lelang
tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada peméklng yang beritikad baik
tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 821/K/Sip/19@nyatakan bahwa
pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adg@laimbeli yang beritikad baik,
harus dilindungi oleh Undang-Undang.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3201 K/Pdtfl98enyatakan bahwa
pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jo@li yang dilakukan dengan hanya
berpura-pura saja hanya mengikat terhadap yang oengerjanjian, dan tidak
mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang mieodggan itikad baik. Pembeli
yang beritikad baik dilindungi oleh hukum.

PENUTUP
Kesmpulan

Risalah lelang sebagai akta otentik tidak menjakepastian hukum terhadap hak
sempurna yang melekat pada pembeli lelang. Salahkéausul akta risalah lelang
memberikan kedudukan hukum yang tidak pasti kepaaenang lelang dan klausul
tersebut memberikan peluang sanggah@ferzet) yang berdampak hilangnya
kesempurnaan hak pada pembeli lelang. Klausulbbetsmenyatakan Pejabat Lelang
tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterarang diberikan secara lisan
pada waktu penjualan tentang keadaan sesunggulamyiedidaan hukum atas barang
yang di lelang tersebut, seperti jumlah dan jemis thenjadi resiko Pembeli. Klausul
dapat dikatakan merugikan pembeli lelang dan meikdeikeuntungan bagi pemilik
barang, dengan kata lain tidak terdapatnya propebtas hak dan kewajiban masing-

masing pihak dalam lelang.
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Terdapat dua parameter perlindungan hukum bagi pange lelang yaitu
perlindungan hukum prefentif yang diberikan olendu Reglement dan peraturan
teknis pelaksanaan lelang yang secara explicit atakgn pelak-sanaan lelang tidak
dapat dibatalkan apabila telah dilaksanakan seketentuan yang berlaku dan
perlindungan hukum secara represif yaitu diberi@keih HIR dalam hal pengosongan
obyek lelang melalui bantuan Pengadilan Negeri. parameter perlindungan tersebut
tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yaasgj,gerlindungan hukum yang
pasti justru muncul dari pada putusan-putusan pklagayang membatalkan akta
risalah lelang.

Saran

Diharapkan kedepannya putusan hakim yang membepkaimdungan hukum
bagi pemenang lelang yang beritikad baik wajib diijan sebagai yurisprudensi dan
dapat dijadikan dasar hukum bagi para hakim dalaengsluarkan putusan tentang
pembatalan akta risalah lelang dan sebagai dadardquegan hukum represif terhadap
pemenang lelang.
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ABSTRACT

Marriage is a bond physically and mentally between a man and a woman as
husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and
eternally based on God. mating agreement is an agreement made by the future husband
and wife candidates, which means that the marriage agreement made by the parties
before the marriage took place. The marriage covenant made to regulate the effects of
marriage on property wealth. Actual mating agreement not only contains the provisions
on the issue of property in marriage, this agreement also includes matters relating to
the interests of the future of home appliances, such as arrangements for their children,
education, and commitment to the absence of violence in the marriage relationship.

Keywords: Married Agreement, Mariage agreement, Marriage result.

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria wanita sebagai suami dan
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau ruraalgga yang bahagia dan kekal.
Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat aalon calon suami dan istri, yang
berarti bahwa perjanjian pernikahan dibuat olehappihak sebelum pernikahan
berlangsung. Perjanjian pernikahan dibuat untuk gatem harta benda yang ada di
dalam perkawinan. Perjanjian kawin yang sebenatidak hanya berisi ketentuan
tentang masalah harta dalam perkawinan, perjamjiajuga mencakup hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan masa depan rumah aaisggerti pengaturan untuk
anak-anak mereka, pendidikan, dan komitmen untdéktiadanya kekerasan dalam
perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Perjanjian Kawin, Hartak@e/inan

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa deingpis kelamin laki-laki
dan perempuan dimaksudkan untuk dijodohkan dalaatusperkawinan, dengan
maksud untuk melahirkan suatu keturunan yang dapatgisi alam semesta ini.
Perkawinan tersebut agar tertib dan teratur, malkeentlklah suatu Peraturan
Perundang-Undangan, di Indonesia perihal perkawthatur dalam Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Reérian (selanjutnya ditulis UU
1/1974).

UU 1/1974 diundangkan dengan landasan filosofisMaasesuai dengan falsafah
Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukumomals perlu adanya Undang-
Undang Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semargavnegara, sebagaimana
Konsideran Bagian Menimbang UU 1/ 1974. Hal inidoerbahwa UU 1/1974 yang
mengatur mengenai perkawinan berlaku untuk selwaltga negara, baik antar warga
negara Indonesia yang perkawinannya dilangsungkbrddnesia, antar Warga Negara
Indonesia yang perkawinannya dilangsungkan di lndonesia, atau antara Warga
Indonesia dengan Warga Negara asing yang perkamyaadilangsungkan di luar
Indonesia sebagaimana Pasal 56 UU 1/ 1974, ataar &virga Negara Indonesia
dengan Warga Negara Asing yang perkawinannya dilargkan di Indonesia.

Di antara yang diatur dalam Peraturan Perundangiyah tersebut diatas,
dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/ 1974 terdapat ked@nbahwa pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atasepguan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan ol&gawai pencatat perkawinan,
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihalg&éersangkut. Ketentuan Pasal 29
ayat (1) UU 1/ 1974 tersebut di atas dapat dijelaskahwa sebelum perkawinan
dilangsungkan, antara calon ¢ 1 " dan calon isapatd membuat perjanjian
perkawinan, perjanjian perkawinan weisebut diskaraharus dibuat secara tertulis dan
perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh péjgmncatat perkawinan, serta
perjanjian perkawinan berlaku pula terhadap pihetigh.

Perjanjian perkawinan tersebut mengikat kedua bplabk dan pihak ketiga,
yang berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebemgikat para pihak sebagaimana
mengikatnya undang-undang dengan merujuk ketenResal 1338 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituligikRérdata).

Perjanjian jika merujuk pada perjanjian umumnyaageimana ditentukan dalam
Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjiaraadalatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satmgtain atau lebih, sehingga obyek
perjanjian tidak ada batasannya, selama obyek ggregjanjikan diperkenankan oleh
undang-undang, ketertiban umum maupun kesusila@nujuk pada ketentuan syarat
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sahnya perjanjian Pasal 1320 ayat (4) KUH PerdaRgda perjanjian perkawinan
obyek yang diperjanjikan hanya sebatas harta d@atam perkawinan. Perjanjian
kawin (huwdijks atauhuwelijkse voorwaarden) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua
calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkanpgrkawinan mereka, untuk
mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangértalkekayaan. Perjanjian kawin
ini lebih bersifat hukum kekeluargaan, sehinggaaktidssemua ketentuan hukum
perjanjian yang terdapat dalam Buku Il KUH Perdagdaku!

Perihal harta perkawinan sebagaimana UU 1/ 197Awdaharta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bershiada bawaan dari masing-masing
suami dan istri dan harta benda yang diperoleh ngasiasing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masgipgnjang para pihak tidak
menentukan lain. Hal ini berarti bahwa UU 1/ 197dngenal asas pemisahan harta
perkawinan, kecuali kedua belah pihak menghendakanya penyatuan harta
perkawinan, maka dibuat perjanjian perkawinan.

Menurut Pitlo, di Nederland tidak banyak orang y&agvin dengan perjanjian
kawin? Perjanjian perkawinan tidak jarang dibuat dendea atentik yaitu akta yang
dibuat oleh pejabat berwenang membuat akta, daknmihadalah notaris. Perjanjian
perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tersebutyata ketika perkawinan
dilangsungkan dan dicatat oleh pegawai perkawitidak disertakan untuk disahkan
dan kemudian perjanjian perkawinan yang dibuat ddapan notaris tersebut
dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Dari uraian mengenai konsep perjanjian kawin yaglght disebutkan diatas,
terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam panehi yaitu tentang kasus bahwa
Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Pemgabliégeri Surabaya No.
543/Pdt.P/2015/PN.Sby. mengabulkan permohonan geset dibuatnya perjanjian
kawin setelah perkawinan yang diajukan oleh pemohon

Penetapan tersebut didasari adanya permohonaastiigel bahwa kedua belah
pihak pemohon terikat dalam perkawinan, namun sebglerkawinan dilangsungkan

tidak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjiark@eman dibuat setelah perkawinan

1Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Poldukum Orang Dan Keluarga (Familie Recht),
Airlangga University Press, Surabaya, 200174.
2 ibid
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dilangsungkan, untuk kekuatan hukum atas perjame@kawinan tersebut kedua belah
pihak mengajukan permohonan penetapan PengadilgeriNdengan melampirkan
bukti-bukti surat beserta saksi saksi, agar permahanereka dikabulkan. Permohonan
perjanjian perkawinan tersebut dikabulkan dengamenmtahkan kepada Pejabat
Kantor Dinas Kependudukan untuk mencatat perjangiiam akta nikah yang

dibuatnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatode penelitian yuridis
normatif yang menekankan pada norma-norma hukungatemenganalisa peraturan
perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian imepg menggunakan dua metode
pendekatan masalah yaitu : &ptute Approach, yaitu pendekatan dengan menelaah
semua peraturan perundang-undangan yang bersguaykiuttengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi; Konseptual Approach, yaitu pendekatan yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrinidokemg berkembang di dalam
ilmu hukum; c)Case Approach, yaitu pendekatan dengan menelah kasus yang dalam
hal ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surdiday843/Pdt.P/2015/PN.Sby.

PEMBAHASAN
Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan
Berlangsung

Sebelum membahas dasar perjanjian perkawinan, tedk@ih dahulu diuraikan
mengenai perkawinan, sebagai dasar menentukandteabdari perjanjian perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraasgopria dengan seorang wanita
dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rurwadigh yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikiantketei®asal 1 UU 1/1974. Sesuai
dengan konsideran bagian menimbang UU 1/1974, badtegaai dengan falsafah
Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukumomals perlu adanya Undang-
undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi senargavnegara. Hal ini berarti
bahwa perkawinan berdasarkan UU 1/1974 berlaku bagiua warga negara, tidak

terbatas antara warganegara Indonesia saja. Sedampgkkawinan campuran adalah
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perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesduk pada hukum yang berlainan

karena perbedaan kewarganegaraan dan salah sa#ak [mbérkewarganegaraan

Indonesia.

Pada perkawinan campuran berlaku adigium yaitu imulsetempatlah yang
mengatur segala sesuatu mengenai ‘formalitas-falasaini yang dapat berlangsung
dengan dua cara tertentu:

1. Secara memakseofnpulsory), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut
hukum dari tempat dilangsungkannyex(oci celebrationis), baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar negeri, tidak ada sistem hulaiimyang diperbolehkan.

2. Secara “optimal”, artinya bahwa diadakan pemaedatara perkawinan-perkawinan
yang dilakukan di dalam dan di luar negeri.

Perkawinan dinyatakan sah jika dilangsungkan menoukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan tersetug Heatatkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentldtam Pasal 2 UU 1/1974.
Pencatatan perkawinan, bagi yang beragama Islaangdiingkan di hadapan pegawai
pencatat perkawinan, bagi yang beragama selain aadslaim, dicatatkan di Kantor
Catatan Sipil sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pé¢ateNiomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TeR@rkawinan.

Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristamg mengandung hak dan
kewajiban, yang setelah dilakukan oleh sepasanmissti akan menimbulkan akibat-
akibat hukum antara lain munculnya akibat terhadiappribadi yaitu munculnya hak
dan kewajiban suami istri, akibat terhadap hartmdbhe suami istri dan akibat
perkawinan terhadap anak sebagai keturunannya.afkibkum yang terjadi salah
satunya adalah terhadap harta benda yang timbbhtakidanya perkawinan, yaitu
munculnya harta perkawinan.

Mengenai harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1&Rénal dua macam
yaitu:

a. Harta bersama (campuran) suami istri yaitu hartangyaliperoleh setelah

melangsungkan perkawinan.

3Sudargo Gautamaiiukum Perdata Internasional Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung,
2004, h. 236.
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b. Harta bawaan atau harta asal atau harta pribadindesing-masing suami istri harta
bawaan tersebut masih tetap menjadi penguasaang¥asaising suami istri, karena
harta tersebut diperoleh sebelum dilangsungkan apénlan atau harta yang
diperoleh karena warisan atau karena hadiah.

Jika kedua harta benda suami istri tersebut tidakatkan perjanjian kawin maka
terjadilah penguasaan harta suami istri secaratisbyang terbentuk hanya terbatas
pada percampuran harta bersama, sedangkan hartaramasih menjadi milik dan
penguasaan dari masing-masing suami istri tersebut.

Sedangkan apabila suami istri tersebut setelah nglamgkan perkawinan
membuat perjanjian kawin maka itu jadilah hartadaesuami istri tersebut secara
menyeluruh yang berarti bahwa harta bawaan dam lbeitsama suami istri tersebut
dapat disatukan. Penyatuan harta tersebut dapaatdibeh suami istri yang nantinya
akan dipergunakan dan disesuaikan dengan keingsu@mi istri yang membuat
perjanjian kawin tersebut asal tidak bertentangamgdn hukum, agama dan kesusilaan.
Oleh karena itu dalam membuat perjanjian kawinetans harus didasarkan atas
kesepakatan suami istri yang membuatnya dan haeshkén oleh pihak yang
berwenang, karena hal itu akan menimbulkan akibktim dikemudian hari.

Semua pengaturan mengenai harta benda dalam pedmwseperti yang telah
disebutkan diatas dapat disimpangi dengan membia&l perjanjian perkawinan. Pada
umumnya Perjanjian Kawin berisi tentang pengatinama kekayaan calon suami istri,
namun demikian tidak menutup kemungkinan diperkanji pula hal-hal lain diluar
lingkup harta kekayaah.

Perjanjian kawin dalam KUH Perdata terbagi menberapa macam. Adapun
macam dari perjanjian kawin tersebut antara lain:

1. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda

2. Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan

3. Perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi

Pembuatan perjanjian kawin meliputi beberapa uysng terdiri atas:

1. Kedua belah pihak dalam hal ini calon suami daarcatri;

2. Membuat perjanjian secara tertulis;

4 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Keluarga”, Bahsiar Fakultas Hukum Universitas Yos
Sudarso Surabaya, 2018, h. 13
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3. Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;

4. Isinya berlaku terhadap pihak ketiga.

5. Kedua belah pihak atau calon suami dan calon isng berarti bahwa perjanjian
perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan gilangkan, yang berarti bahwa
subyek perjanjian perkawinan adalah calon suamicdbam istri.

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa maksuatbuatan perjanjian
perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpatgyaadap ketentuan-ketentuan
tentang harta kekayaan bersahidal ini berarti perjanjian perkawinan ada kaitaamny
dengan hal untuk mengatur harta perkawinan. Oletenka itu dalam perjanjian
perkawinan ini yang diatur meliputi:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang leésar pada salah satu pihak
dari pihak yang lain;

2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukda@brengst) yang cukup
besar;

3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri,ngghi andai kata salah satu
jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;

4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawiasing-masing akan
bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya harusiparkkenankan, maksudnya
tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban urmempun kesusilaan. Hal ini berarti
dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjddi :

1. Perjanjian tanpa sebab;

2. Perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atatatggladan

3. Perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan K33H Perdata. Mengenai

perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretaspdea sarjana, yang pada dasarnya

adalah sebagai berikgit:

5Soetojo Prawirohamijoj@luralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,
Airlangga University Press, Surabaya, 2012, h.58

8lbid.

"Vollmar, Inleiding Tot De Sudie Van Het Nederlands Burgelijk Recht, Terjemahan Adiwimarta,
Gajahmada, Yogyakarta,1962,h.127

8 bid.
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1. Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjadgdah sebab dalam pengertian
ilmu pengetahuan hukum yang berbeda denganepenygilmu pengetahuan
lainnya;

2. Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan yem@g mendorong seseorang
melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalahl dathin yang tidak
diperdulikan oleh hukum ;

Perkataan sebab secaetierlijk berasal dari perkataaorzaak atau causa yang
menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan fsakaitu dalam perjanjian
adalah tujuan yakni apa yang dimaksudkan oleh keguhak dengan mengadakan
perjanjian.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara teryalng ditandatangani oleh pihak-
pihak, yang berarti bahwa sepakat kedua belah pbelkm mempunyai kekuatan
mengikat, padahal sebagaimana dikemukakan olehkBubahwa “pada dasarnya
perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya stdah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lajanpan itu sudah sah apabila sudah
sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklpérilikan sesuatu formalita$”.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulslam surat yang
ditandatangani oleh pihak-pihak disebut dengan, aesuai dengan yang dikemukakan
oleh Pitlo bahwa akta adalah surat yang ditandgatan diperbuat untuk dipakai
sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh oramdgukukeperluan siapa surat itu
dibuat!®

Konsep perjanjian yang demikian berlaku umum sedeagan rumusan KUH
Perdata, namun dalam hal ini UU 1/1974 berlaku g&baturan yang bersifdex
speciali sehingga yang dijadikan pedoman adalah UU 1/1974.

Dari konstruksi hukum berdasarkan Peraturan Pengitllndangan yang telah
ada, kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang ngdangkan setelah
berlangsungnya perkawinan tidak sesuai dengantsyawaa yang diperbolehkan yang
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena p@&janjperkawinan yang

dilangsungkan setelah berlangsungnya perkawinaeliet melanggar ketentuan dalam

9Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980, h. 15.
10pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief)Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 52.
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UU 1/1974 dan KUH Perdata yang seharusnya perjanparkawinan tersebut
dilangsungkan  sebelum atau pada saat berlangsangeykawinan. Sehingga
kedudukan hukum atas perjanjian kawin tersebut adergatal demi hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketidaktepatan Ratio Decidendi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya
NO: 543/PDT.P/2015/PN.SBY .

Pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya mengabpkamohonan penetapan
para Pemohon yang melangsungkan perjanjian kavas anhama Yuli Retnowati
Kurniasih, atas Fotocopy Akta Kelahiran nama rCki¢ei, Fotocopy Kartu Tanda
Penduduk NIK. 35782662078000001 atas nama YuhdReati Kurniasih, Fotocopy
Kartu Identitas No. S7166903C atas nama GMen Fotocopy Akta Perkawinan
No. 762934 yang dikeluarkan oleh Catatan SipitukinPerkawinan di Singapura
tertanggal 25 Pebruari 2006, Fotocopy Kartu Kelaakyp. 3578260201083727 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Cat&gml Kota Surabaya tertanggal
28 Mei 2012. Selain itu keterangan saksi yakni Skylendra dan R.R Hendriani
Trimianti.

Keterangan berupa surat dan keterangan saksi metaangsuk alat bukti sah
dalam persidangan, namun mengenai alat bukti sakebigt tidak berkaitan dengan
maksud dan tujuan mengajukan permohonan untuk memgrrjanjian perkawinan
setelah perkawinan dilang-sungkan.

Terhadap penetapan dan pertimbangan hukum penef@pagadilan Negeri
Surabaya tersebut, dianalisis sebagai berikut:

Perkawinan sebagaimana didasarkan atas Pasal 29194 jo Pasal 147 KUH
Perdata menentukan sejak berlangsungnya perkawisaat itu juga berlakulah
perjanjian kawin. Ketentuan tersebut berlaku secatarn (antara suami istri).
Sedangkan terhadap pihak ketiga (ekstern) berlakuktentuan Pasal 152 KUH
Perdata, yang menyatakan bahwa “ketentuan-ketertakm perjanjian kawin yang
menyimpang seluruhnya atau sebagian dari kebersarhada kekayaan, menurut

undang-undang mulai berlaku sejak hari ketentuaerikean tersebut didaftarkan
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(dibukukan) dalam register umum di kepaniteraangBéitan Negeri dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri tempat perkawinan dilangjsami’ 11

Selama perjanjian kawin tersebut belum didaftadan dicatatkan dalam register
pegawai pencatat perkawinan, maka pihak ketigehbmlenganggap bahwa perkawinan
itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkadinan

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sabsspuatu yang mutlak, sebab
bila pihak ketiga mengetahui, bahwa suami istredbut kawin dengan perjanjian
kawin, maka pihak ketiga tidak boleh menganggapwaaperkawinan itu berlangsung
dengan kebersamaan harta perkawinan. Jika demikp@mdaftaran itu bukan
merupakan kewajiban yang mutlak, tetapi hal terselemberikan kesempatan kepada
suami istri untuk mengikat pihak ketiga terhadalpyaag didaftarkan itd®

Terlepas dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/D@irPasal 147 KUH Perdata
dalam hal perjanjian perkawinan harus dibuat, bajik@apara pihak atau calon suami
dan calon istri membuat perjanjian perkawinan dengentuk akta di bawah tangan
berarti dasar hukum yang digunakan adalah keterfaeal 29 ayat (1) UU 1/1974.
Apabila kedua belah pihak memilih membuat perjanjibuat di hadapan notaris,
maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Pas&ll14 Perdata.

Mengenairasio legis perjanjian perkawinan sebagai dasar dibuatnyaNétaris,
dapat dijelaskan bahwa meskipun perjanjian yangalibntara calon suami dan calon
istri sebelum perkawinan berlangsung dan berlakelade perkawinan dicatatkan di
hadapan Kantor Pencatat Perkawinan sebagaiman&dithaleh Pasal 29 ayat (1) UU
1/1974 disyaratkan dibuat secara tertulis, yangrbiebahwa perjanjian perkawinan
tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta di bawadata Dengan akta di bawah tangan
dapat digunakan sebagai bukti jika disengketakaergidangan, namun jika dibuat
dalam bentuk akta otentik sebagaimana dimaksuandBksal 147 KUH Perdata, yakni
perjanjian dibuat di hadapan notaris, maka jikeemijketakan akta otentik tersebut
dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang seapuoraksudnya pembuktiannya
tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya, misa saksi, pengakuan atau sumpah.

Hal ini berbeda jika perjanjian perkawinan dibuatagh bentuk akta di bawah tangan,

11Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Palamcit., h.81.
2bid., h.82.
3 bid.
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maka jika akta tersebut disengketakan, maka hahuskttkan dengan alat bukti sah
yang lainnya.

Perjanjian perkawinan tersebut sebagaimana dirda&gh ketentuan Pasal 29
ayat (1) UU 1/1974, bahwa pada waktu atau sebeknkaginan dilangsungkan, kedua
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakanjiertertulis yang disahkan oleh
Pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan Pasal 2989ydU 1/1974 mengatur tentang
sahnya perjanjian jika disahkan oleh Pegawai pahparkawinan, yang berarti bahwa
jika perjanjian perkawinan yang dibuat dan ketilexkpwinan dilangsungkan tidak
dimohonkan pengesahan oleh Pegawai pencatat pedawimaka perjanjian
perkawinan tersebut bukan berarti batal demi hukdarena bertentangan dengan
ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, melainkdanbesah yang dimaksud adalah
tidak mengikat pihak ketiga, tercermin dalam katirkasal 29 ayat (1) UU 1/1974
bahwa “setelah mana isinya berlaku juga terhadagkpketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut”.

Memperhatikan uraian mengenai kekuatan hukum gemamperkawinan yang
tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinaratddjpelaskan bahwa perjanjian
perkawinan tersebut tetap mempunyai kekuatan udiléksanakan, namun hanya
sebatas pihak-pihak yang membuat perjanjian perk@awyaitu antara calon suami dan
calon istri serta pihak lain yang turut serta melag@ngani perjanjian perkawinan
tersebut, namun tidak termasuk pihak ketiga.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengespéi{anjian perkawinan
yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dermatimbangan mengabulkan
alasan permohonan yang diajukan oleh Yuli Retniodart Chen Wei sebagai suami
istri sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilasing-masing yang cukup untuk
menopang kehidupan baik untuk kepentingan @ribmaupun keluarga, namun
demikian dalam urusan keluarga Chen Wei tdbaptanggung jawab sepenuhnya
atas kesejahteraan keluarga sesuai dengan ey sebagai Kepala Keluarga.
Karena status sosial masing-masing sebagaineasebtut diatas, dimana pekerjaan
mempunyai resiko terhadap harta bersama sampla parta-harta pribadi dalam
perkawinan, demikian juga terhadap harta-hartanj@iryang akan timbul dikemudian
hari.

154



- JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019

Yuli Retnowati dan Chen Wei sepakat mengajukarmpépbnan Penetapan
Pengadilan kesepakatan pisah harta di dalam wer&a yang sudah berlangsung
sehingga harta-harta yang akan timbul dikeamutari merupakan harta terpisah dan
tidak lagi berstatus harta bersama. Seharusnyai YRétnowati dan Chen Wei
membuat perjanjian status harta bersama sebdilamgsungkan perkawinan, akan
tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahumma pPemohon sehingga para
Pemohon berniat membuat perjanjian status hartaimer menjadi pisah harta.

Oleh karena perkawinan antara Yuli Retnowati danerChWei telah
dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2006 sedeagan Kutipan Akta Nikah No.
762934 tersebut, oleh karena untuk melakukamigadhan harta bersama diperlukan
adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini sebenarnya tidak dibenarkan seorakjnh memutuskan putusan
yang bertentangan dengan UU atau dengan perawiraryd walaupun dengan alasan
karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohonnmyamdpuat perjanjian status harta
bersama menjadi pisah harta. Apalagi dengan menakd@imbangan status sosial
masing-masing pekerjaan yang suatu saat mempuesiiorterhadap harta bersama
sampai pada harta-harta pribadi dalam perkawinamjkdan juga terhadap harta harta
lainnya yang akan timbul dikemudian hari, dam jpermohonannya dikabulkan atas
pemisahan harta bersama diperlukan adanya paaetapan dari Pengadilan Negeri.

Penetapan penetapan pengadilan tersebut bertentdeaggan ketentuan Pasal 29
1/1974. Dikatakan bertentangan karena yang menkgsaperjanjian perkawinan
adalah pegawai pencatat perkawinan, yakni ketikkag@nannya dicatat, maka sejak
saat itu perjanjian perkawinan tersebut mengiket p&hak dan pihak ketiga dan pasal
147 KUH Perdata yang intinya Perjanjian kawin hadifsuat sebelum perkawinan
dilangsungkan dan harus dibuat dihadapan notaka, tjidak dilakukan dihadapan
notaris, maka perjanjian itu batal. Sedangkan pedal 149 KUH Perdata Perjanjian
kawin harus dibuat setelah per-kawinan berlangsdaggan cara bagaimanapun
perjanjian kawin tidak boleh di ubah.

Perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsulapat dilakukan

perubahan, selama perubahan perjanjian perkawergebut tidak merugikan pihak
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ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHaRergang menentukan bahwa
perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yanghimeatnya.

Hal ini berarti bahwa dari segi kepastian hukunmhve ketentuan Pasal 29 UU
1/1974 mengenai pengesahan perjanjian perkawinak dieatatnya perkawinan adalah
sah adanya. Ditinjau dari segi perlindungan hukketentuan pasal 29 UU 1/1974 jo
pasal 1340 KUH Perdata pihak ketiga mendapatkdmgengan hukum baik dari segi
preventif maupun dari segi represif.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dari segeventif dengan
mendasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, sahjikggpara pihak mengadakan
perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat danugiean pihak ketiga padahal
dilindungi oleh ketentuan pasal 1340 KUH Perdatakandapat mengajukan keberatan
atas perubahan perjanjian perkawinan tersebutjBuitidari segi perlindungan hukum
represif, maka pihak ketiga yang dirugikan akibajgnjian perkawinan tersebut dapat
menggugat ganti kerugian.

Perihal gugatan ganti kerugian dikaitkan dengas kBspatutan, yakni melakukan
perbuatan dalam perjanjian perkawinan yang dapaigik@n pihak ketiga. Melakukan
perbuatan melanggar kepatutan yang berarti melamgdam, karena perihal kepatutan
tidak diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh paireak, melainkan merupakan suatu
perbuatan yang diatur dalam perikatan yang lahrerna undang-undang, sehingga
akibat yang terjadi adalah adanya perbuatan metarfgckum sebagaimana Pasal 1365
KUH Perdata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukiamRatio Decidendi
penetapan hakim yang mengabulkan Penetapan Pemgadilegeri Nomor:
543/Pdt.P/2015/ PN.Sby., yang mengabulkan dibuatkarperjanjian kawin setelah
terjadinya perkawinan dengan pertimbangan ketidhaleia dan kealpaan dari para pihak
yang tidak sesuai dengan Pasal 147 KUH PerdatdPdaal 29 1/1974 dan pasangan
yang bersangkutan tidak mengetahui adanya keterterdang membuat perjanjian
kawin setelah berlangsungnya perkawinan adalak teaar, karena berdasarkan asas
fiksi hukum menyatakan setiap orang dianggap mehgetadanya suatu Undang-

Undang yang telah diundangkan sebelumnya makauseha permohonan ini ditolak.
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PENUTUP
Kesimpulan

Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinaanggsungkan tidak mempunyai
kekuatan hukum karena perjanjian kawin mutlak hardguat sebelum
dilangsungkannya perkawinan, dan melanggar KUH &@ardlan Undang-Undang
Perkawinan. Sehingga kedudukan hukum atas pemapgakawinan tersebut menjadi
batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukengikat.

Ratio Decidendi dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 543/Pdt.P/
2015/PN.Sby. adalah karena ketidaktahuan atau &malpdari para pihak yang
mengajukan permohonan. Penetapan Pengadilan Negexbaya yang mengabulkan
dibuatkannya perjanjian kawin setelah terjadinyek@®&inan bertentangan dengan UU
1/1974 dan KUH Perdata. Pertimbangan tersebut fuigk sesuai dengan asas fiksi

hukum. Dengan demikian maka seharusnya permoha@raetgpan tersebut ditolak.

Saran
Demi tercapainya suatu kepastian hukum maka hegdgkerjanjian perkawinan
tidak cukup hanya dibuat dihadapan notaris, me#ainjuga harus dibuat sebelum

perkawinan dilangsungkan.
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